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Pengantar

Panduan Ringkas ini bertujuan untuk mendukung penyusunan Renja/Pendidikan oleh
kabupaten/kota yang sesuai dengan standar yang tercantum dalam Lampiran VI
PERMENDAGRI 54/2010. Langkah-langkah terpenting dalam penyusunsan
Renja/Pendidikan dirangkum dalam bagian awal Panduan ini. Lampiran VI
PERMENDAGRI 54/2010 terlampir sebagai Lampiran B dalam Panduan Ringkas.
Lampiran VI PERMENDAGRI 54/2010 masih menggunakan SPM-Pendidikan dari
tahun 2004. DBE1 telah menambahkan SPM-Pendidikan/2010 yang baru sebagai
Lampiran C. Lampiran C tersebut menggantikan Tabel T-VI.C.1 dalam Lampiran
VI PERMENDAGRI 54/2010.

Panduan ini menjabarkan dan merangkum tahapan-tahapan dalam penyusunan
Renja/Pendidikan. Setiap tahapan diuraikan dalam berbagai langkah-langkah.
Instruksi/referensi teknis untuk langkah tertentu ada dalam Lampiran A Panduan
Ringkas ini. Dalam bagian pertama Panduan Ringkas, symbol (R-x") yang ada setelah
langkah tertentu diterangkan lebih lanjut dengan instruksi/referensi teknis dalam
Lampiran A.

'R adalah “Referensi”. Ada 11 referensi teknis (R-1, R-2, dan seterusnya).
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Tahapan Penyusunan RENJA SKPD Kabupaten/Kota

Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri melainkan merupakan
rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD serta merupakan bagian
dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

Proses Penyusunan RKPD dan Renja SKPD
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(Interpretasi DBE1)

Secara garis besar, tahapan penyusunan Renja SKPD meliputi :
= Kegiatan Persiapan
= Kegiatan Analisis dan Pengkajian Dokumen
= Kegiatan Penyusunan Rancangan
= Kegiatan Pembahasan Forum SKPD
= Kegiatan Penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD.

Kegiatan Persiapan

Kegiatan ini dapat dilakukan sebelum proses kegiatan penyusunan program dan
penganggaran dimulai atau sebelum rancangan awal RKPD diterima SKPD
Pendidikan.

Langkah-langkah

1. ldentifikasi stakeholders: identifikasi dan seleksi stakeholders yang akan
dilibatkan sebagai peserta forum SKPD dan yang akan dipilih sebagai anggota
Tim Penyusun Renja SKPD Pendidikan, baik yang berasal dari lembaga
maupun yang bersifat individual. Kegiatan ini seyogyanya dilakukan bersama
dengan Dewan Pendidikan.

2. Membentuk kelembagaan Forum SKPD Pendidikan yang pesertanya
merupakan perwakilan stakeholders yang punya kompetensi khusus dengan
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SKPD yang bersangkutan. Forum ini diupayakan untuk bersifat melembaga
sehingga selain dalam rangka penyusunan anggaran tahunan, Forum ini dapat
juga digunakan untuk membahas berbagai permasalahan yang terkait dengan
SKPD, terlepas dari proses penyusunan APBD.

Pembentukan Tim Penyusun Renja SKPD Pendidikan dan menetapkan Tim
Fasilitasi untuk membantu proses pelaksanaan perencanaan partisipatif yang
efektif dan efisien. Tim yang dibentuk diusahakan melibatkan anggota dari
unsur stakeholders non pemerintah yang punya kompetensi dan komitmen.
Tim penyusun Renja, dapat dibentuk untuk masa waktu beberapa tahun, dan
dapat juga sekaligus dirangkap/merangkap Tim Penyusun Renstra SKPD
Pendidikan. (R-1)

Tim penyusun melakukan pengkajian terhadap peraturan-perundangan yang
berlaku.

Membuat rencana kerja penyusunan Renja SKPD Pendidikan dan menyiapkan
“outline” atau daftar isi Renja SKPD Pendidikan dengan lampiran berupa
format kegiatan yang akan dianggarkan menggunakan format sesuai ketentuan
yang diatur dalam PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan
PP 8 Tahun 2008 dan No 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah. (R-2)

Meminta/menerima Rancangan Awal RKPD secara resmi dari Bappeda.

Meminta/mengumpulkan rancangan Renja-KL dan Renja SKPD Provinsi
untuk bidang/sektor terkait.

Kegiatan Pengkajian Dokumen

Merupakan kegiatan pengkajian terhadap dokumen program/kegiatan yang terkait
langsung dengan penyusunan Renja SKPD dalam rangka koordinasi dan sinergi
program/kegiatan SKPD. (R-3)

Langkah-langkah

1.

Melakukan kajian terhadap Renja-KL dan Renja SKPD Provinsi untuk melihat
arahan dan prioritas program/kegiatan yang terkait SKPD yang bersangkutan.

Melakukan kajian terhadap rencana kerja dalam RPJM Daerah dan Program
serta kegiatan dalam Renstra SKPD pada tahun rencana sesuai Tupoksi SKPD
dalam rangka mencapai sasaran hasil pembangunan pada tahun rencana.

Tinjauan terhadap rencana kerja RKPD yang berisi kegiatan yang mendukung
kinerja pelayanan yang sudah tercapai pada tahun berjalan.

Identifikasi rencana kerja RKPD yang berkaitan dengan kegiatan SKPD dan
yang melibatkan SKPD lainnya.

Identifikasi rencana kerja RKPD yang terkait dengan Tupoksi SKPD namun
tidak melibatkan SKPD yang bersangkutan.

Identifikasi rencana kerja SKPD Provinsi dalam RPJM Propinsi atau dari
Renja SKPD Provinsi tahun yang direncanakan (kalau sudah dibuat) untuk
diakomodasikan dalam penyusunan Renja SKPD Kabupaten / Kota.
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7. Perumusan kebutuhan revisi atas program dan kegiatan SKPD yang tertulis
dalam RKPD, memerinci tambahan atau koreksi terhadap rencana kegiatan
SKPD yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD. (Permendagri 54/2010
— Tabel T-VI.C.8) Catatan: Tabel T-VI.C.8 dalam Permendagri 54/2010
menggunakan SPM/Pendidikan yang lama. Mohon gunakan Lampiran C
pada Panduan Ringkas ini.

Kegiatan Penyusunan Rancangan

Langkah-langkah
1. Merumuskan Rancangan Renja SKPD berupa program, kegiatan yang
direncanakan termasuk lokasi, indikator dan tolok ukur kinerja:

a. Riviu Renstra-SKPD (khususnya kedudukan tahun rencana dalam
mencapai visi jangka menengah). (R-4)

b. Rancangan awal RKPD (khususnya kegiatan SKPD Pendidikan
maupun lintas SKPD. (Permendagri 54/2010 — Tabel T-VI.C.7 dan
Tabel T-VI.C.8)

c. Kajian terhadap program dan kegiatan SKPD pada tahun rencana dari
Renstra SKPD dalam rangka mencapai visi jangka menengah dan
kaitannya dengan hasil kajian pada tahap persiapan.(Permendagri
54/2010 — Tabel T-VI.C.6)

d. Kajian terhadap capaian kinerja program dan kegiatan SKPD tahun
lalu dan tahun berjalan (hasil monev) khususnya kinerja pelayanan
kepada masyarakat dalam upaya mencapai visi RPJMD. (Permendagri
54/2010 — Tabel T-VI.C.1)

e. Analisis kondisi/capaian keberhasilan dan permasalahan periode
sebelumnya maupun pada tahun berjalan. (R-5)

f. Analisis kebutuhan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
(R-6)

g. Kebutuhan program dan kegiatan SKPD dari prakiraan maju anggaran
tahun rencana (multi tahun) yang menjadi lampiran APBD tahun
berjalan. (Permendagri 54/2010 — Tabel T-VI.C.10). (R-7)

h. ldentifikasi program dan kegiatan Pusat dan Provinsi.

i. Memperhatikan format RKA-SKPD yang akan digunakan.

2. Mengadopsi kegiatan terkait dengan SKPD yang dibutuhkan masyarakat dari
hasil Musrenbang Kecamatan ke dalam rencana kerja SKPD. (Permendagri
54/2010 — Tabel T-VI.C.14)

3. Rancangan Renja (Rencana Kerja) SKPD memuat kerangka regulasi dan
kerangka anggaran yang dirinci menurut kecamatan dan desa/kelurahan serta
sudah dibagi untuk pendanaan alokasi APBD setempat, APBD Provinsi dan
APBN:

a. Kerangka regulasi adalah rencana kegiatan melalui pengaturan yang
mendorong partisipasi masyarakat maupun lembaga terkait lainnya
untuk mencapai tujuan pembangunan kabupaten/kota.

b. Kerangka Anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang
maupun jasa yang perlu dibiayai oleh APBD untuk mencapai tujuan
pembangunan.

Bahan Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Renja SKPD 3



. Prioritas kegiatan yang sudah dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD
setempat, APBD Provinsi maupun APBN yang termuat dalam Rancangan
Renja-SKPD disusun menurut kecamatan dan desa/kelurahan. Selanjutnya,
prioritas kegiatan setiap kecamatan disampaikan kepada masing-masing
kecamatan oleh para delegasi kecamatan.

Identifikasi kegiatan melalui proses MUSRENBANG. (R-8, R-9)

Menyiapkan forum SKPD untuk mendapatkan kesepakatan susunan prioritas
kegiatan dan program dalam format rencana kerja RKPD. (R-10)

Menyampaikan rancangan Renja-SKPD kepada Kepala Bappeda sebagai
masukan dalam penyusunan rancangan RKPD, utamanya:

a. Kesesuaian sasaran hasil pembangunan.
b. Program prioritas dan rencana kerja RKPD.
c. Kegiatan/program SKPD.

. Menyiapkan rancangan Renja-SKPD sebagai informasi/bahan-bahan yang
akan dibahas dalam forum SKPD.
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Forum SKPD

Forum SKPD merupakan wahana pembahasan dan konsolidasi program/kegiatan untuk memperoleh
kesepakatan bersama mengenai program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang
direncanakan termasuk prioritas dan cara penanganannya. Peserta forum adalah seluruh kelompok
Stakeholders yang punya kompetensi sesuai dengan SKPD yang dibahas.

Langkah-langkah

1. Kepala SKPD menetapkan jadwal penyelenggaraan forum SKPD (termasuk jadwal, tempat,
peserta, agenda pembahasan, dan keluaran Forum SKPD sebagai bahan pembahasan
MusrenbangDa), dan memerintahkan Tim Penyusun Renja & RKA SKPD untuk
melaksanakannya dengan berpedoman pada tata cara penyelenggaraan forum SKPD yang
ditetapkan Kepala Bappeda.

2. Tim Penyelenggara Pembahasan Forum SKPD melakukan persiapan sebagai berikut :

a. Penggabungan daftar prioritas kegiatan pembangunan dari setiap kecamatan.

b. Kompilasi daftar prioritas kegiatan yang berasal dari Rancangan Renja-SKPD.

c. Identifikasi prioritas kegiatan pembangunan dari tiap kecamatan yang sesuai dengan
prioritas menurut Renja-SKPD dan yang tidak sesuai prioritas Renja.

d. Perkiraan biaya tiap prioritas kegiatan.

e. Penyusunan rincian agenda pembahasan Forum SKPD.

. Pengumuman terbuka jadual, agenda, dan tempat penyelenggaraan Forum SKPD
Selambat-lambatnya 7 hari sebelum pelaksanaan.

g. Pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Forum SKPD dari delegasi kecamatan
maupun dan kelompok-kelompok masyarakat yang bekerja dalam bidang yang terkait
dengan fungsi/SKPD tersebut dalam skala kabupaten/kota. (Mengacu pada hasil analisis
stakeholders yang dilakukan sebelumnya).

h.  Mempersiapkan bahan/materi dan peralatan serta notulen untuk Forum SKPD.

3. Melaksanakan pembahasan forum SKPD, dengan urutan kegiatan :

a. Pemaparan dan pembahasan prioritas kegiatan pembangunan menurut rancangan
Renja-SKPD oleh Kepala SKPD.

b. Pemaparan prioritas kegiatan pembangunan yang dihasilkan oleh Musrenbang
Kecamatan oleh Tim Penyelenggara Forum SKPD.

c. Verifikasi prioritas kegiatan oleh para delegasi kecamatan untuk memastikan prioritas
kegiatan dari kecamatan sudah terakomodasi.

d. Pemaparan prioritas kegiatan dan plafon/pagu dana indikatif SKPD yang bersumber dari
prioritas pembangunan daerah/Rancangan RKPD Kabupaten/ Kota, Propinsi, dan
Kementerian/Lembaga Negara oleh Kepala SKPD.

e. Merumuskan kriteria untuk seleksi prioritas kegiatan pembangunan baik yang berasal
dari kecamatan maupun dari Rancangan Renja-SKPD.

f.  Menetapkan prioritas kegiatan pembangunan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan,
sehingga plafon/pagu dana Renja-SKPD baik yang bersumber dari APBD
Kabupaten/Kota, APBD Propinsi, maupun APBN dapat dibelanjakan secara optimal
(kerangka anggaran).

g. Menyusun rekomendasi untuk kerangka requlasi SKPD dengan cara:

o mengidentifikasi keefektifan requlasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD
e merekomendasikan requlasi yang baru, perubahan regulasi, penggabungan regulasi,
atau pembatalan sesuai kebutuhan.
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h.  Menetapkan delegasi masyarakat dari Forum SKPD yang berasal dari organisasi
kelompok-kelompok masyarakat skala kabupaten/kota untuk mengikuti Musrenbang
Tahunan Kabupaten/Kota (1-3 orang untuk setiap Forum SKPD). Dalam komposisi
delegasi tersebut terdapat perwakilan perempuan.

1. Menyusun Berita Acara Forum SKPD Kabupaten/Kota.

Catatan: Dalam hal dokumen penunjang belum tersedia atau keterbatasan dana untuk pembiayaan narasumber, Forum SKPD dan atau
Forum Gabungan SKPD tetap harus dilaksanakan. Semua kondisi ini dicatat oleh notulen dalam Berita Acara Forum SKPD.

Kegiatan Penyusunan Rancangan Akhir
Langkah-langkah

1. Menyusun rancangan akhir Renja SKPD dengan memuat kesepakatan hasil
Forum SKPD dibantu Tim Fasilitasi.

2. Melakukan penyesuaian akhir dengan RKPD yang sudah ditetapkan atau
rancangan akhir RKPD yang sudah memperhatikan RKPD Provinsi bagi
penyusunan RKPD Kabupaten/Kota.

3. Memasukkan program dan prioritas kegiatan kedalam format-format RKA-
SKPD. (R-11)

4. Menyampaikan rancangan akhir Renja SKPD, beserta naskah kesepakatan
hasil Forum kepada Kepala Daerah (dilengkapi dengan naskah akademis
Peraturan Kepala SKPD).

Kegiatan Penetapan Peraturan Kepala Daerah

Renja SKPD Pendidikan perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala SKPD paling
lambat sebelum pembahasan Kerangka Umum APBD dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD (atau sekitar akhir bulan Mei). Peraturan Kepala SKPD Pendidikan
tentang Renja SKPD ditetapkan setelah diperoleh pengesahan RENJA tersebut oleh
Kepala Daerah.

Langkah-langkah

1. Menyusun rancangan Peraturan Kepala SKPD tentang Renja SKPD dibantu
Tim Fasilitasi dan Kepala SKPD yang bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi hukum.

2. Bila diperlukan rancangan Peraturan Kepala SKPD tentang Renja SKPD
tersebut dikonsultasikan kepada Instansi Bappeda dan Sekretaris Daerah.

3. Menerbitkan Peraturan Kepala SKPD tentang Renja SKPD.
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R-1 Pembentukan Tim Penyusun Renja SKPD

Tujuan

Keluaran

Prinsip-prinsip

Langkah-
Langkah

Informasi yang
Disiapkan

Hal-hal Penting
yang Harus
diperhatikan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membentuk Tim Penyusun Dokumen Renja
SKPD, yang anggotanya terdiri dari perwakilan unsur Bappeda, unsur SKPD,
dan unsur Stakeholders (Perguruan Tinggi, Dewan Pendidiksan, dan unsur
perwakilan kelompok masyarakat). Tujuan utamanya adalah terbentuknya
Tim Teknis yang khusus bertanggung jawab dalam penyiapan dokumen
Renja SKPD

e Terbentuknya Tim Penyusun RENJA yang terdiri atas TIM INTI dan
KELOMPOK KERJA sesuai fungsi pemerintahan daerah. Tim Inti
terutama terdiri atas unsur SKPD, Bappeda dan perwakilan Kelompok-
kelompok Kerja. Kelompok Kerja yang diorganisasikan menurut fungsi-
fungsi SKPD

e Terbentuknya Tim Pengarah

e Teridentifikasinya kelompok/individu sebagai narasumber dan mitra
diskusi

e Anggota Tim Penyusun adalah yang benar-benar siap untuk bertugas
secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renja SKPD (bukan
formalitas), dengan demikian perlu dipilih orang-orang yang punya
kesiapan waktu dan kemampuan teknis yang cukup

e Anggota Tim harus mempunyai tugas pokok atau punya kompetensi di
bidang penyusunan perencanaan di daerah

e Sedapat mungkin anggota Tim terpilih mempunyai latar belakang atau
dasar pendidikan/pengalaman di bidang perencanaan daerah

e Buat skenario susunan Tim Penyusun Renja SKPD, yang terdiri atas Tim
Pengarah dan Tim Teknis (Pokja dan Tim Inti) lengkap dengan
kebutuhan jumlah personil dan institusinya

e Rumuskan kriteria, tugas, dan fungsi serta kewajiban-kewajiban tim
penyusun Renja SKPD

e Identifikasi calon anggota Tim Penyusun (nama dan instansinya).
Pertimbangkan kualifikasi dan kinerja mereka pada waktu mengikuti
lokakarya orientasi perencanaan.

e Mintalah pada setiap calon anggota tim untuk mengisi formulir isian
“curriculum vitae”.

e Lakukan seleksi dengan memilih sesuai kebutuhan.

e Buat Surat Keputusan Kepala SKPD tentang Penetapan Tim
Penyusunan Renja SKPD (bila diperlukan dapat diperkuat dengan
diketahui Kepala Daerah).

e Daftar kandidat/calon anggota Tim penyusun

e Ketentuan/panduan yang mengatur pembentukan Tim Penyusun Renja
SKPD (Permendagri 54/2010).

Anggota tim penyusun sedapat mungkin berlatar belakang pendidikan yang
bervariasi sesuai dengan muatan substansi Renja SKPD, seperti manajemen
Pendidikan, Kelembagaan/Pemerintahan, Manajemen Perencanaan. Tim
Penyusun perlu mengembangkan hubungan konsultasi dengan instansi yang
relevan seperti SKPD diperingkat Provinsi dan Departemen Teknis di Pusat
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R-1 Pembentukan Tim Penyusun Renja SKPD

yang memungkinkan pertukaran informasi dapat dilakukan selama proses
penyusunan rencana.

Template Susunan Organisasi Tim Penyusun RENJA SKPD
No Jabatan dalam Tim Lembaga
(1) (2) (3)
1 | Pengarah Asisten Kesra
Kepala Bappeda
Ketua Kepala Dinas
Sekretaris Sekretaris Dinas
Wakil Sekretaris Kasubag SUNGRAM

4 | Kelompok Kerja (Pokja) Fungsi Layanan

- Seluruh Kepala Bidang Teknis Dinas

- Dewan Pendidikan

- Wakil jenjang Sekolah
6 | Tim Kerja RENJA
- Kasi/subag Bidang Teknis dan Sekretariat Dinas
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R-2 Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan Dokumen Renja SKPD

Tujuan Penyusunan RKPD dan Renja SKPD saling berkaitan. Untuk itu perlu dijalin hubungan
yang erat antara Tim RKPD dengan Tim Penyusun Renja SKPD dan perlu dilakukan secara
simultan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun rencana kerja penyiapan Dokumen RKPD
dan Renja SKPD beserta kalender dan pembagian tugasnya, yang menjadi acuan bagi Tim
Penyusun dalam melaksanakan kegiatannya. Kegiatan ini perlu dikoordinasikan oleh Bappeda.
Tujuan kegiatan ini adalah:

e Agar ada kejelasan mengenai jenis dan tahapan kegiatan yang harus dilaksanakan

Kejelasan pembagian tugas bagi setiap anggota Tim Penyusun

Adanya acuan target waktu penyelesaian setiap tahapan kegiatan termasuk yang berkaitan
dengan proses-proses pelibatan masyarakat

Keluaran  , Rincian jenis dan tahapan kegiatan v

e Kalender kegiatan termasuk forum-forum/kegiatan yang akan melibatkan stakeholder. 4

e Arahan untuk Daftar Isi Dokumen RKPD dan Renja SKPD (\/) termasuk muatan pokok dari
setiap bab/sub bab.
¢ Daftar atau format kebutuhan jenis data dan informasi
e Pembagian kerja antar anggota Tim
Prinsip- ¢ Rencana kerja yang disusun harus jelas untuk setiap tahapan kegiatan, kapan dimulainya
prinsip suatu aktivitas dan kapan harus diselesaikan
e Dalam kalender kegiatan juga harus dapat memperlihatkan: jenis kegiatan apa saja yang dapat
dilakukan secara simultan dengan kegiatan lainnya dan tahapan kegiatan apa yang harus
menunggu tahapan kegiatan lainnya
Metoda Rapat Tim Teknis/Tim Penyusun

Langkah- e Buat rancangan rencana kerja penyusunan Renja SKPD oleh Tim Inti, berupa tahapan dan
Langkah rincian kegiatan (termasuk kegiatan penjaringan aspirasi, forum-forum diskusi, lokakarya, dan
seminar), schedule kegiatan, rancangan daftar isi dokumen Renja SKPD, identifikasi
kebutuhan data, dan sumber data.
e Lakukan pertemuan seluruh anggota tim penyusun untuk membahas, mematangkan, dan
menyepakati rancangan rencana kerja dan rancangan daftar isi dokumen Renja SKPD.
e Lakukan pembagian Tim Penyusun ke dalam kelompok-kelompok kerja (Pokja) yang
pembagiannya disesuaikan dengan fungsi- fungsi SKPD dan isu/tema penting Renja
SKPD, misal Pokja PAUD, Kesetaraan, Vocational. Layanan Umum dsb. Pokja ini dapat
merupakan kelanjutan dari Pokja RENSTRA yang telah dibentuk terdahulu, sehingga dapat
dijamin terdapatnya kesinambungan pemikiran antara RENSTRA dan RENJA.
e Sepakati pembagian kerja dan jadwal kegiatan/kerja setiap kelompok kerja serta agenda
pertemuan lintas Pokja.
Template e Kalendar Perencanaan Penyusunan RKPD dan RENJA
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R-2 Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan Dokumen Renja SKPD

KALENDER PENYUSUNAN RKPD dan RENJA SKPD

Bulan|  Jan Feb Maret | April Mei
ingou[ 1 [2[al4]1]2[a]al1]2]a]4]1]2]3]4]1]2]2]4

No Kegiatan

Tahap Persiapan
Crientasi Perencanaan Daerah
Pemhbentukan Tim Penyusun RKPD
Penyusunan RK Penyiapan Dak. RKFD
Identifikasi stakeholders
Penentuan stakeholders untuk kansultasi publik
Penetapan jadwal dan tata cara penyelenggaraan forum SKPD dan Musrenbang
Penyiapan draft SK Tim Penyusun RKPD
Penetapan SK Tim Penyusun
Surat Perintah kepada GS dan surat permintaan kepada NGS
Tahap Penyusunan Rancangan Awal RKPD

10 [Review RPIMD dan pencapaian RKPD tahun berjalan

11 |Review usulan Program Kegiatan SKPD tahun lalu dan prioritas untuk tahun rencana
(prakiraan maju)

12 |Pengumpulan Datalnformasi

13 |Analisis Kondisi dan permasalahan daerah eksisting

14 |Analisis Kemampuan Keuangan Daerah

15 |Formulasi Dokumen Rancangan Awal RKPD

16 _|ldentifikasi prioritas program dan pagu indikatif SKPD

17 |Review Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

18 |Formulasi Dokurmen Rancangan RKPD

19 |Pembahasan Rancangan RKPD dengan SKFD
Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD

20 |Review Renstra SKPD

21 |Analisis kondisi dan masalah sektor SKPD

22 |Perumusan Tujuan dan Sasaran Tahun Rencana

23 |SPM- standar pelayanan minimaltarget capaian pelayanan

24 |Kebutuhan Program dan Kegiatan SKPD tahun Rencana
T 16 [ldentifikasi Program kegiatan Pusat dan Provinsi .
Tahap Pelaksanaan Musrenbang Tahunan Daerah
T 23 |MUSREMNBANG Desalkelurahan
T 24 |Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Desafkelurahan
T 25 |MUSRENBANG Kecamatan
T 26 |Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang kecamatan
T 27 |Pembahasan Forum SKPD
T 28 |Berita Acara kesepakatan Faorum SKPD
T 32 {Musrenbang Daerah/RKFD
T 33 {Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbangda/RKPD
Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RKPDI/Renja SKPD
T 34 [Penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD .
T 35 [Formulasi Ranc Akhir RKPD
T 36 |[Rancangan PerkKada RKPD (tidak disertai Maskah Akademis)
T 37 |[Rancangan Peraturan Kepala SKPD (tidak disertal naskah akademis)
Tahap Penetapan RKPD dan Renja SKPD
T 38 |Penyerahan rancangan Peraturan Ka SKPD ke Kepala SKPD
T 38|Penetapan Peraturan Kepala SKPD
T 41 |Penyerahan rancangan Perkada tentang RKPD kepada Kepala Daerah
T 42 |Penetapan FPeraturan Kepala Daerah tentang RKFD
T 40 |{Dokumen Renja SKPD (peraturan Kepala SKPD)
T 43 |Dokumen RKPD (Peraturan Kepala Daerah)

*Disusun berdasarkan Bagan 1. Proses Penyusunan Dokumen RKPD dan Renja SKPD

oo —dicninids o ikl
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R-3 Pengumpulan dan Pemutakhiran Data/Informasi

Tujuan Merupakan tahapan awal dari setiap proses perencanaan pembangunan. Kualitas
dan kuantitas data dan informasi akan menentukan kualitas pengambilan keputusan
rencana. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memutakhirkan data dan informasi yang
diperlukan untuk menunjang kebutuhan analisis dan perencanaan pembangunan
daerah jangka menengah, sehingga setiap rumusan didasarkan atas data yang
dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel)

Keluaran Kompilasi data yang sistematis sesuai dengan Kklasifikasi fungsi dan urusan
pemerintahan daerah

Prinsip- e Data/informasi yang dikumpulkan dikaitkan dengan pengukuran Kkinerja
prinsip penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah

e Kompilasi  data/informasi  melalui  pendekatan  partisipatif = dengan
mengikutsertakan stakeholder yang relevan dan interaktif, terbuka terhadap
masukan baru.

e Bila terjadi perbedaan data antara satu sumber dengan sumber data lainnya,
maka perlu kesepakatan data mana yang akan diambil dengan pertimbangan
validasi dan kompetensi sumber.

Metoda e Kompilasi Data
e Penyebaran format isian data ke setiap Bidang SKPD
Template e« Profil Kinerja SKPD

TUPOKSI SKPD Tolok Ukur Kinerja | Capaian Kinerja Saat ini

(1) (2 3

Layanan 1.
2.
3.
Lintas SKPD

Lintas Pemerintahan | 1.

DILI.

e Bagi SKPD Pendidikan, sumber data yang penting adalah PADATI WEB dan
NUPTK (atau Aplikasi SIM-PK DBE1 USAID)
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R-4 Review Renstra SKPD

Tujuan Kegiatan ini dilakukan oleh masing-masing SKPD, dimaksudkan untuk mengkaji target dan realisasi
capaian kinerja program dan kegiatan jangka menengah SKPD.

Keluaran U Kinerja SKPD dalam 1-3 tahun pelaksanaan Renstra SKPD
. Hasil analisis target dan realisasi kinerja capaian program dan kegiatan SKPD
. Identifikasi keberhasilan dan ketidakberhasilan program dan kegiatan serta faktor internal dan
eksternal penyebab keberhasilan dan ketidak berhasilan
U Perspektif peluang dan tantangan ke depan dalam kaitan dengan TUPOKSI SKPD

Langkah- . Review tujuan, sasaran, dan arah kebijakan Renstra SKPD
Langkah U Review dan Analisis Target dan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan dan Anggaran Tahunan
Renstra SKPD
. Catatlah capaian-capaian positif dari pelaksanaan Renja SKPD tahun Lalu yang perlu dipelihara dan
ditingkatkan

Metoda Analisis Tim Teknis/Kelompok Kerja

Informasi  Dokumen Renstra SKPD

yang
Disiapkan

Template Target dan Realisasi_Capaian Program, Kegiatan dan Anggaran Tahunan RENSTRA SKPD

Capaian Kinerja Pendanaan
Nama
P /Kegiatan Keterangan
No rogramyTes Realisasi Th ke- Realisasi Th ke-
Renstra SKPD Target Target
1[2]3]a]s 1[2]3]a]s
@ @ G) (@) ©) ) )
1
2
3
dst
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R-5 Analisis Kondisi dan Masalah Urusan SKPD

Tujuan

Prinsip-
Prinsip

Keluaran

Langkah-
Langkah

Informasi

yang
disiapkan

Template

Berdasarkan kegiatan R-11 di atas perlu dilakukan analisis kondisi, status, dan kinerja pelayanan SKPD
sekarang dan perkiraan 1 hingga 3 tahun mendatang, baik internal maupun eksternal SKPD. Kegiatan

ini ditujukan untuk:

. Identifikasi isu dan permasalahan strategis internal dan eksternal yang dihadapi dalam pelayanan
SKPD dalam kaitan dengan implementasi Renstra SKPD dan Tupoksi SKPD

U SWOT Analisis atas kekuatan dan kelemahan internal, dan peluang dan tantangan eksternal SKPD.

. Memberikan perspektif tentang kecenderungan kondisi dan permasalahan pelayanan SKPD ke
depan dan tindakan yang perlu dilakukan.

. Keterlibatan non government stakeholder dan Forum Multistakeholder SKPD dalam merumuskan
isu, permasalahan, peluang, dan tantangan SKPD

. Rumusan kekuatan dan kelemahan internal dan peluang dan tantangan eksternal Urusan SKPD
yang dapat membantu untuk merumuskan tujuan dan sasaran Renja SKPD

e Mutakhir-kan dan Analisis Profil Kinerja Pelayanan SKPD

e lLakukan SWOT untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan internal dan peluang dan
tantangan eksternal

e  Rumuskan tantangan dan permasalahan utama yang dihadapi SKPD tahun depan dan masa
mendatang

e Rumuskan pengaruhnya pada TUPOKSI SKPD

e  Rumuskan perubahan-perubahan yang diperlukan berkaitan dengan organisasi, personil,
manajemen, sistem, dan mekanisme dan program

e Hasil penjaringan aspirasi masyarakat terhadap pelayanan SKPD (apabila memungkinkan)
e Hasil evaluasi program dan kegiatan SKPD tahun lalu
e  Statistik/informasi/data kependudukan, ekonomi, sosial, politik

SWOT ANALISIS, Analisa Profil
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R-6 Standar Pelayanan Minimal

Perumusan Program dan Kegiatan Renja SKPD perlu memperhatikan Standar Pelayanan
Minimal. Peraturan Pemerintah No 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM
dan PERMENDAGRI No 6/2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan SPM
mengatur tentang pengintegrasian SPM ke dalam penyusunan rencana jangka menengah dan
tahunan daerah. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mereview kesesuaian target kinerja capaian
program dan kegiatan dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah dan Kementerian Pendidikan Nasional: Kep Mendiknas 129a/2009, Permendiknas
15/2010.

STANDAR PELAYANAN MINIMAL yang layak menyediakan informasi untuk setiap kegiatan
pelayanan dasar sebagai berikut:

e  Klasifikasi Fungsi Pemerintah Daerah

e Nama Urusan Wajib atau Urusan Pilihan

e Nama dan Judul Kegiatan Pelayanan Dasar

e  Tolok Ukur dan Target Kinerja Pelayanan yang perlu dicapai dalam kurun waktu
tertentu

e  Target Kinerja Keluaran

e  Target Kinerja Hasil

e Target Kinerja Dampak

e lLangkah- langkah melaksanakan kegiatan pelayanan

e  Komposisi Sumber Daya (Personal, Material dan Peralatan) yang digunakan untuk
menghasilkan pelayanan dan keluaran

e  Biaya Satuan untuk masing- masing Sumber Daya yang digunakan

e  Biaya Satuan per keluaran Kegiatan

Secara spesifik kegiatan ini bertujuan untuk:

e Mereview SPM yang relevan dengan kegiatan Renja SKPD yang direncanakan.

U Mereview kesesuaian Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan SKPD dengan Target
SPM bagi Kabupaten/Kota

e  Mereview kesesuaian Pagu Indikatif dengan SPM

Keluaran e Rumusan Tujuan dan Sasaran Pembangunan SKPD
®  Target Kinerja Capaian Program
e  Target Kinerja Capaian Kegiatan
e  Target Kinerja Keluaran
e  Target Kinerja Hasil
e Pagu Indikatif

Langkah-langkah e  Review Target Kinerja Capaian SPM untuk kegiatan-kegiatan pelayanan dasar relevant
dengan kegiatan SKPD
e  Bandingkan realisasi Kinerja Capaian SPM dengan Target SPM dan identifikasi dan
analisis kesenjangan yang ada
e  Rumuskan tahapan pencapaian target SPM sesuai dengan kondisi dan kemampuan
daerah

U Rumuskan Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Renja SKPD

Template Rancangan Program dan Kegiatan Renja SKPD
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Hal-hal penting SPM Bidang/Fungsi yang telah diterbitkan oleh Departemen Teknis terkait dan relevan dengan
yang Harus Renja SKPD (KEPMENDIKNAS 129a/2009 dan PERMENDIKNAS 15/2010)
Diperhatikan
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R-7 Perumusan Program dan Kegiatan SKPD

Perumusan Program dan Kegiatan merupakan bagian terpenting dalam penyusunan Renja
SKPD. Perumusan Program dan Kegiatan mengikuti petunjuk PERMENDAGRI No 13/2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Keluaran e Kode Fungsi Pemerintahan Daerah
e Kode Urusan Wajib atau Pilihan
e Kode Bidang
Kode Dinas
Kode Program
Kode Kegiatan
Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian Program
Tolok Ukur Masukan dan Target Kinerja Masukan
Tolok Ukur Keluaran dan Target Kinerja keluaran
Tolok Ukur Hasil dan Target Kinerja Hasil
e Pagu Indikatif
Informasi yang e Hasil Analisis Kondisi dan Permasalahan Urusan SKPD
Disiapkan e Hasil Rumusan Tujuan dan Sasaran Pembangunan SKPD
e Hasil konsultasi dengan SKPD Provinsi terutama tentang kemungkinan bantuan program
Provinsi (melalui dana dekonsentrasi, dana APBD Provinsi dsb)
Hal-hal penting yang Sinergitas Renja SKPD dengan Renja SKPD Provinsi agar pembangunan daerah dapat

Harus Diperhatikan mengoptimalkan peranan dan sumber daya dan dana Provinsi
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R-8 MUSRENBANG DESA/KELURAHAN

Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan MUSRENBANG DESA/KELURAHAN telah diatur
dalam Permendagri 54/2010 tentang pelaksanaan PP 8 tahun 2008.

Musrenbang Desa/Kelurahan diharapkan dapat menghasilkan hal-hal sebagai berikut:

Penyepakatan masalah-masalah sangat prioritas dan mendesak
Identifikasi kegiatan prioritas untuk mengatasi masalah

Besaran kegiatan (target capaian keluaran kegiatan)

Lembaga penanggung jawab

Indikasi Sumber Dana (Swadaya, Alokasi Dana Desa, APBD)

aopwDO~

Peranan yang dapat dimainkan NGS dalam MUSRENBANG DESA/KELURAHAN antara lain adalah:

e Memberikan overview tentang kedudukan MUSRENBANG DESA/KELURAHAN dalam sistem dan
prosedur perencanaan daerah dan SEB MENEG KEPALA BAPPENAS DAN MENDAGRI 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penyelenggaraan MUSRENBANG RKPD

e Berperan sebagai Fasilitator untuk turut memandu dan menfasilitasi penyelenggaraan MUSRENBANG
sehingga efisien dan efektif dan menghasilkan usulan yang realistis

e Memastikan bahwa usulan DESA/KELURAHAN didasarkan atas pertimbangan yang layak didukung
oleh data dan informasi yang mutakhir; keselarasan antara masalah yang dihadapi dengan kegiatan
yang diusulkan

e Memastikan bahwa program dan kegiatan bersumber dana Alokasi Dana Desa memberikan perhatian
pada kesejahteraan kelompok perempuan dan marjinal

e Memberikan prioritas pada usulan yang bersifat pelayanan dasar untuk memenuhi ketentuan tentang
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

e Memastikan adanya kesepakatan dari peserta MUSRENBANG atas usulan DESA/KELURAHAN
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R-9 MUSRENBANG KECAMATAN

Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan MUSRENBANG KECAMATAN telah diatur dalam
Permendagri 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP 8 Tahun 2008.

Musrenbang  Kecamatan  diharapkan dapat merangkum usulan MUSRENBANG
DESA/KELURAHAN dan menghasilkan rumusan usulan Program dan Kegiatan KECAMATAN
dengan mengikuti ketentuan PERMENDAGRI No 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah:

Kode Fungsi

Kode Urusan Wajib atau Urusan Pilihan (dimana permasalahan ditemukan)
Kode SKPD (yang diharapkan akan menangani usulan)

Kode dan Nama, Judul Program yang diusulkan (terkait dengan permasalahan yang
dihadapi)

Kode dan Nama, Judul Kegiatan yang diusulkan

Tolok ukur dan Target Kinerja Capaian Kegiatan (Besaran Kegiatan)

Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian Keluaran

Tolok Ukur dan Target Kinerja Hasil

. _Indikasi Sumber Dana

Peranan yang dapat dimainkan CSO dalam MUSRENBANG KECAMATAN antara lain adalah:

rpODO~

©CeNOO

e Memberikan overview tentang kedudukan MUSRENBANG KECAMATAN dalam sistem dan prosedur
perencanaan daerah dan SEB MENEG KEPALA BAPPENAS dan MENDAGRI 2007 tentang Petunjuk
Teknis Penyelenggaraan MUSRENBANG RKPD

e Berperan sebagai Fasilitator untuk turut memandu dan menfasilitasi penyelenggaraan MUSRENBANG
sehingga efisien dan efektif dan menghasilkan usulan yang realistis

e Memastikan bahwa usulan KECAMATAN didasarkan atas pertimbangan yang layak didukung oleh data
dan informasi yang mutakhir; mengakomodasikan usulan DESA/KELURAHAN; keselarasan antara
masalah yang dihadapi dengan kegiatan yang diusulkan

e Memastikan bahwa penyusunan program dan kegiatan KECAMATAN sesuai dengan ketentuan
PERMENDAGRI 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu memuat informasi
tentang tolok ukur dan target kinerja capaian program, kegiatan, keluaran, masukan dan hasil

e Memberikan prioritas pada usulan yang bersifat pelayanan dasar untuk memenuhi ketentuan tentang
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

¢ Memastikan adanya kesepakatan dari peserta MUSRENBANG atas usulan KECAMATAN

Pada waktu dilaksanakan musrenbang kecamatan, anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan
dimana kecamatannya melaksanakan musrenbang, perlu hadir secara penuh dalam proses tersebut, untuk
menangkap isu-isu dan usulan kegiatan apa yang dianggap strategis oleh masyarakat. Kegiatan ini
sebaiknya diagendakan sebagai salah satu program reses DPRD. Hal yang perlu dicermati oleh DPRD
dalam proses musrenbang kecamatan, antara lain :

= Menampung dan memilah isu-isu dan program apa yang diprioritaskan masyarakat di kecamatan
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yang bersangkutan.

= Mengidentifikasi jenis-jenis usulan program dan kegiatan yang berskala lokal desa/kecamatam/kota,
regional maupun nasional.

= Mengelompokkan isu dan usulan program/kegiatan yang berkaitan dengan fisik-prasarana,
lingkungan hidup, sosial-budaya, ekonomi, politik dan pemerintahan.

=  Mengklarifikasi isu-isu dan program/kegiatan yang diusulkan masyarakat apabila diperlukan.

= Bersama-sama Pemda memberikan penjelasan umum kepada masyarakat peserta musrenbang
tentang permasalahan yang dihadapi daerah, prioritas daerah, serta kebijakan-kebijakan nasional
lainnya yang perlu diketahui masyarakat.

= Memberikan penjelasan umum kepada masyarakat tentang keterbatasan-keterbatasan daerah dalam
mengakomodasi keinginan masyarakat, dan mendorong kesadaran masyarakat untuk meningkatkan
keswadayaan

= Mencatat dan menangkap usulan masyarakat dan kesanggupan masyarakat dalam mengatasi
berbagai isu strategis daerah.

Catatan hasil musrenbang kecamatan dijadikan sebagai bahan bagi DPRD dalam merumuskan kebijakan
anggaran daerah, serta sebagai pegangan dalam mengkaji (mereview) rancangan RKPD serta dalam
menetapkan KUA dan PPAS
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R-10 Review Usulan Program, Kegiatan SKPD serta Prioritasnya

Tujuan Tim mengkaji RKA SKPD Tahun Lalu terutama tentang anggaran program
dan kegiatan untuk Tahun n+1 (Tahun Rencana) dan melihat
kesesuaiannya dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah
daerah, termasuk pentahapan pembangunan berdasarkan skala prioritas atau
proses pembangunan. Kegiatan ini bertujuan untuk:

e Mengetahui prioritas program dan kegiatan SKPD yang sudah
diindikasikan pada RKA SKPD tahun lalu dan kesesuaiannya dengan
arah kebijakan RPJMD dan RENSTRA SKPD

e Mengevaluasi pagu indikatif Rancangan Awal RKPD untuk SKPD

e Prioritas Program dan Kegiatan SKPD

e Pagu Indikatif setiap SKPD dalam RKPD

Keluaran
Langkah- e Kompilasi RKA SKPD 2.2. RENCANA KERJA dan ANGGARAN SKPD tahun
Langkah lalu dari masing-masing SKPD
e Inventarisasi Program dan Kegiatan yang telah diusulkan tahun lalu untuk
dimasukkan dalam RKPD tahun rencana
e |dentifikasi Rencana Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan dan
Pagu Indikatif yang diusulkan
e Jumlah Pagu Indikatif seluruh Program dan Kegiatan untuk masing-masing
SKPD
e Jumlah Pagu Indikatif seluruh SKPD menjadi Pagu Indikatif RKPD tahun
rencana
Informasi e RKA SKPD Tahun lalu
yang
Disiapkan
e Formulir RKA SKPD 2.2 tentang RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SKPD
Template
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RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
S5ATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
B Ste Ot . 221 Langkah — Langkah Dasar Penyusunan

UrusanPemerintahan: s, s,

Organisasi @ X, XK KK :
b o Renja SKPD dan RKA SKPD
Kegiatan 3. 306, 200, 300 XKL

Lokasi kegiatan

iieilzh Tahiine] | Rpsessaassssannmnmsnars P R R )
Jurmlah Tahun n Ep ... neh o
Jurmlah Tahun n+1] Rp oo, T ————— 3 P P
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Untuk konsistensi penyusqnan perencanaan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja dan penganggaran diusulkan bahwa
Capaian Program . .
st sebaiknya SKPD menggunakan Formulir
Keluarlan RKA SKPD 2.2.1 didalam menyusun RENJA
Hasi . L
SKPD. Karena Formulir ini mencakup
REIGTOK: SEsar A ERaTA . iy : informasi yang diperlukan bagi RENJA
Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD, RKPD dan RKA SKPD
Rincian Penghitungan
ke Uraian Harga Ikl
Rekening Volume |Satuan B (Rp)
1 2 3 4 5 6=(3x5)
%[ %% xx | xx RENJA SKPD
KK R XK s
X[ %% x|
KK | =K K
Jumlah
........ tanggal .... 1. Pilih Kode Fungsi Pemerintahan Daerah
R 2. Pilih  Kode  Urusan  Pelayanan
Wajib/Pilihan
ftanostisngany 3. Pilih Kode dan Judul Program terkait
{nama lengkap) dengan kegiatan yang direncanakan
- NP, 4. Pilih Kode dan Judul Kegiatan
e 5. Tetapkan Tolok Ukur Kinerja Capaian
'Catatan Hasil Pembahasan : Pl’Og ram
L 6. Tetapkan Target Kinerja Capaian

2

[st

Program

Tim Anggaran Pemerintah Daerah: 7. Tetapkan Tolok Ukur Kinerja Keluaran
u e Nip Jobatan | Tandatangan | @ Tetapkan Target Kinerja Keluaran
> 9. Tetapkan Tolok Ukur Kinerja Hasil
dst 10. Tetapkan Target Kinerja Hasil
11. Tetapkan Tolok Ukur Kinerja Masukan

12. Tetapkan Target Kinerja Masukan

© N oA

RKA SKPD (BELANJA LANGSUNG)
FORMULIR 2.2.1

Pilih Kode Rekening Belanja LANGSUNG dan Tetapkan Volume dan Biaya Satuan Sumber Daya
Pegawai/Tenaga Ahli/Tenaga Tidak Tetap dsb

Pilih Kode Rekening Belanja LANGSUNG dan Tetapkan Volume Biaya/Harga Satuan Sumber Daya
Bahan/Material/Kendaraan yang digunakan

Pilih Kode Rekening Belanja LANGSUNG dan Tetapkan Volume Biaya/Harga Satuan Sumber Daya
Perlengkapan dan Peralatan yang digunakan

Hitung Jumlah Biaya Sumber Daya Pegawai/Tenaga Ahli/Tenaga

Hitung Jumlah Biaya Sumber Daya Bahan/Material/Kendaraan

Hitung Jumlah Biaya Sumber Daya Perlengkapan dan Peralatan

Jumlahkan keseluruhan Biaya (16), (17) dan (18) sehingga mendapatkan Jumlah Belanja Kegiatan
Hitung Biaya Satuan per Keluaran Kegiatan (Menghitung Biaya Satuan per Keluaran Kegiatan tidak
tercantum dalam FORMULIR RKA, namun biaya satuan ini sangat diperlukan untuk dapat menghitung
Perkiraan Belanja kegiatan n+1 dan Pagu Indikatif Program dan Kegiatan SKPD dan juga untuk
menetapkan Biaya yang perlu dialokasikan untuk memenuhi STANDAR PELAYANAN MINIMAL )
Masukkan (19) kedalam Perkiraan Belanja Kegiatan Tahun n
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10.

Hitung Perkiraan Belanja Kegiatan Tahun n+1 dengan cara mengalikan Target Kinerja Keluaran Tahun
n+1 dengan Biaya Satuan per Keluaran Kegiatan (20) dengan memperhitungkan kemungkinan
kenaikan karena inflasi (eskalasi harga)

Contoh Langkah- Langkah diatas :

aokrwb -~

o

14.

15.

16.

17.
. Jumlah biaya perlengkapan dan peralatan misalnya Rp. 500,000,000
19.
20.

21.
22.

Kode 1 untuk Urusan Wajib

Kode 01 Pendidikan

Kode Program 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Semiblan Tahun

Kode Kegiatan 01 Pembangunan Gedung Sekolah

Tolok Ukur Kinerja : Tersedianya fasilitas pendidikan yang berkualitas bagi seluruh anak usia
pendidikan SMP

Target Kinerja Capaian Program ; 1000 anak didik usia SMP. Target kinerja ini harus didukung dengan
data/informasi yang akurat tentang jumlah anak didik usia SMP yang belum dapat ditampung atau
belum mendapatkan fasilitas pendidikan yang memadai

Tolok Ukur Kinerja : tersedia ruang belajar bagi peserta didik SMP

Target Kinerja Keluaran; 5 gedung SMP

Tolok Ukur Kinerja Hasil; tersedia ruang belajar bagi peserta didik SMP

Target Kinerja Hasil; 5 gedung SMP untuk 600 peserta didik SMP atau 60 persen dari target capaian
program

. Tolok Ukur Kinerja Masukan; jumlah dana yang dibutuhkan (Rp)

Target Kinerja Masukan; masukkan hasil perhitungan (19) diatas

. Kode Rekening BELANJA LANGSUNG TENAGA

e Pegawai @ ......... ORANG@ 400,000 PER ORANG

e Tenaga Tidak Tetap @........... ORANG@ 350,000 PER ORANG

e Operator dsb

Kode Rekening BELANJA MODAL

e Pengadaan Konstruksi Gedung SMP @........ m2@ Rp. 2,000,000 per m2

Kode Rekening BELANJA LANGSUNG PERLENGKAPAN dan PERALATAN

e Sewa kendaraan bermotor @....... kendaraan@ 5,000,000 per kendaraan per bulan
e Bahan bakar

Jumlah Biaya Sumber Daya Pegawai/Tenaga Kerja/Tenaga Tidak Tetap misalkan Rp. 500,000,000
(dari hasil perkalian volume dengan biaya satuan sumber daya)

Jumlah Biaya Pengadaan Konstruksi Gedung misalnya Rp, 5,000,000,000

Jumlah keseluruhan Biaya Kegiatan Rp. 6,000,000,000

Biaya satuan per Keluaran Rp. 6,000,000,000 dibagi 5 gedung SMP adalah Rp. 1,200,000,000 per
gedung SMP (atau RP per.............. m2 bangunan SMP apabila diketahui luas gedung yang dibangun)
Perkiraan Belanja Kegiatan Tahun n = Rp. 6,000,000

Perkiraan Belanja Kegiatan Tahun n+1 adalah kinerja keluaran kegiatan yang direncanakan misalnya 7
gedung SMP maka 7x Rp. 1,200,000,000 = Rp. 8,400,000,000 (dengan memperhitungkan perkiraan
inflasi 5% menjadi Rp. 8,820,000,000).
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LIHAT CONTOH FORMULIR RKA SKPD 2.2.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAMN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD
Provinsi /K abupatenota ... 2.2
Tahun Anggaran ...
lUrusan Pemerintahan B T
Crganisasi e i N
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode Target Jumlah
. Lokasi < 5
Program|Kegiatan Hraian KE;iaatsE:" Kinerla Belanj = Tahunn Ta:'l;.n
(Kuantitatify | >=32 | BAaNG {0 | umian | 7
Pegawai| & lasa
1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8| 10
fatad Program ...
b Kegatan ...
K Kegatan ...
s i
atad Program ...
Ed Kegatan ...
M Kegatan ...
xx  |dst....
batad Program ...
O Kegatan ...
Ed Kegatan ...
fatad dst ....
®x  |dst ...
Jumlah
e, tanggal L
Kepala SKPD
(tanda tangan)
(nama lengkap)
IF.
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KER JA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD PRAKIRAAN MAJU KEBUTUHAN ANGGARAN TAHUN
ProvinsifKabupatenfota ... 2.2.1 N 1
Tahun Anggaran ... " +

UrusanPermerintahan: x. xx,

Crganisasi X. XK XX 2 - =
Proaram e 1 informasi perencanaan untuk Renja SKFD
Kegiatan SCEOEE DO

Lokasi kegiatan
Jumlah Tahun-1 Rp .

Jumlah Tahun n Rp . 6 informasi untuk prakiraan maju anggaran
Jumlah Tahunn+1 Rp .

3 informasi perencanaan untuk Renja SKPD
Kelompok Sasaran Kegiatan

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung J
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program
Masukan 2 informasi perencanaan untuk Renja SKPD
Keluaran
Hasi

Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Penghitungan

Kode Uraian Harga Jumlah
Rekening Yolume |Satuan satug.lan (Rp)
1
KX XARX] XK 4 standar komposisi sumber daya, biaya satuan sumber daya dan tota
ELX X IR0] XR g4y sumber daya untuk menghasilkan keluaran kegiatan
KX | X|XX] XX
ol x|

Jumlah]

5

o . s
ya per Satuan ot

per hari

39
Kepala SKPD
(tanda tangan)
{nama lengkap)
NIP,

Keterangan
Tanggal Permbahasan

Catatan Hasil Pernbahasan ¢
1,

2.

lenja SKPD

st
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No Nama Nij Jabatan | Tandatangan
1
2

dst

Sesuai dengan prinsip-prinsip Kerangka Pengeluaran
Jangka Menengah, penyusunan program, kegiatan dan
anggaran perlu dilakukan dalam perspektif lebih dari satu
tahun anggaran (Tahun N+1) disebut sebagai Prakiraan
Maju (forward estimate).

Prakiraan Maju didefinisikan sebagai perhitungan
kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari
tahun yang direncanakan guna memastikan
kesinambungan program dan kegiatan yang telag
disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran
tahun berikutnya.. Untuk keperluan ini disarankan
langkah-langkah sebagai digambarkan dalam Form RKA
SKPD 2.2,1:
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Lang

kah

Uraian

Isi kode urusan pemerintahan, kode organisasi, kode program dan kode
kegiatan berdasarkan klasifikasi kode dan kegiatan yang telah ditentukan
dalam Lampiran A.VIl PERMENDAGRI 13/2006, contoh:

1.02.01.25 Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas /Puskesmas Pembantu

1.02.01.25.15 Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana PUSKESMAS
PEMBANTU

Isi tolok ukur dan target kinerja capaian program, keluaran, hasil dan
masukan, contoh :

Tolok Ukur Capaian Program : peningkatan kualitas pelayanan
PUSKESMAS PEMBANTU

Target Kinerja Capaian Program; pembersihan rutin harian 5,000 m2
ruang pelayanan PUSKESMAS PEMBANTU (atau 5000m2*300 hari kerja
setahun= 1,500,000m2 per tahun)

Tolok Ukur Keluaran: tersedianya ruang pelayanan PUSKESMAS
PEMBANTU yang memenuhi syarat kebersihan/kesehatan

Target Kinerja Keluaran; pembersihan rutin harian 2,500 m2 ruang
pelayanan PUSKESMAS PEMBANTU

Tolok Ukur Hasil: ruang pelayanan yang bersih

Target Kinerja Hasil; 2,500 m2 atau 50% dari target capaian program
Tolok Ukur Masukan; Rp

Target Kinerja Masukan;

per m2 pembersihan ruang per hari Rp. 200

2,500 m2 pembersihan ruang per hari Rp. 500,000

2,500 m2 pembersihan ruang per tahun @300 hari =Rp. 150,000,000

Isi tolok ukur kinerja penerima manfaat kegiatan.

Contoh: pengguna/penerima pelayanan PUSKESMAS PEMBANTU

Ini berkaitan dengan informasi tentang:

(1) komposisi dan jumlah sumber daya (personil, tenaga, peralatan,
material) yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dan
menghasilkan keluaran kegiatan

(2) waktu kerja (jam orang, jam peralatan) yang digunakan

(3) biaya satuan masing-masing - sumber daya

(4) total belanja kegiatan

Untuk pelayanan wajib yang dilakukan berulang (kegiatan rutin pelayanan)
diharapkan dapat dikembangkan :

(1) standar pelaksanaan kegiatan yang memuat informasi tentang
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RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
ProvinsifKabupaten/Kota .......
Tahun Anggaran ... 221

UrusanPermerintahan: x. xx

Crganisasi E Ko K MK i = 2
Program 1 LT 1 informasi perencanaan untuk Renja SKPD

Kegiatan : X KL YO0 X
Lokasi kegiatan

Jurnlsh Tahun -1 Rp .
Jurmlah Tabun n Rp. 6 informasi untuk prakiraan maju anggarah

Jumlah Tahunn+1 Rp .

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja [ Target Kinerja
Capaian Program
MasLkan 2 informasi perencanaan untuk Renja SKPD

Keliaran

3 informasi perencanaan untuk Renja SKPD
Kelompok Sasaran Kegiatan :

Hasi

Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Penghitungan
Kode, Uraian Harga Aol
Rekening volume |Satuan 4 (Rp)
satuan

1

Lt IS 4 standar komposisi sumber daya, biaya satuan sumber daya dan tota

XXX
O o e gy; sumber daya untuk menghasilkan keluaran kegiatan
sl x| xx
KX [X|Rx] XX
Jumlah]|
5 Biaya per Satuan Keluaran Kegiatan, —1

Produktivitas keluaran kegiatan per ha an/tahu

standar komposisi sumber daya untuk menghasilkan keluaran kegiatan
tertentu dan

(2) standar belanja kegiatan (perlu direview setiap tahun sesuai
dengan perkembangan biaya satuan sumber daya)

Contoh:

Total belanja kegiatan per hari Rp. 500,000 (ini mencakup biaya regu kerja
orang/tenaga kebersihan, biaya peralatan kebersihan dan biaya material
pembersih untuk menghasilkan keluaran pembersihan 2,500 m2 ruang
pelayanan)

Total belanja kegiatan per tahun Rp. 150,000,000 (ini total belanja setahun
untuk pembersihan 2,500 m2 ruang pelayanan setiap hari selama
setahun=300 hari kerja)

Kepala SKPD
(tanda tangan)
(nama lengkap)

MNIP,

Keterangan

Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pernbahasan ¢

i

2

Dzt

Tim Anggaran Pemerintah Daerah:

No

Nama Nip Jabatan | Tandatangan

Ini merupakan usulan untuk ditambahkan dalam Form RKA SKPD yaitu
tentang :

(1) biaya per satuan tolok ukur kinerja keluaran kegiatan
(2) produktivitas per hari/bulan/tahun keluaran kegiatan .
Kedua informasi ini memudahkan untuk menghitung prakiraan maju
anggaran (Tahun N+1)
Contoh:
Biaya per satuan tolok ukur kinerja keluaran kegiatan dari contoh diatas

adalah Rp. 200 per m2 dengan produktifitas per hari 2,500m2 ruang
pelayanan PUSKESMAS PEMBANTU

dst:

Untuk menghitung kebutuhan anggaran N+1 dapat digunakan informasi
yang disediakan pada langkah (5) diatas.

Contoh:

PRAKIRAAN MAJU (Tahun N+1) apabila target kinerja capaian program
tetap dipertahankan maka kebutuhan dana N+1 adalah sama yaitu Rp.
150,000,000. Namun apabila ditingkatkan menjadi 100% atau 5,000m2
akan menjadi 5,000m2*Rp.200*300 hari kerja=Rp 300,000,000 (ini dengan
asumsi biaya satuan sumber daya tetap)

Bahan Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Renja SKPD 19/25




R-11 Pembahasan Forum SKPD

Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan MUSRENBANG KECAMATAN telah diatur dalam
Permendagri 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP 8 Tahun 2008..

Forum SKPD merupakan wahana untuk mensinkronisasikan dan mengharmonisasikan
usulan ’bottom-up’ dari MUSRENBANG DESA/KELURAHAN dan MUSRENBANG
KECAMATAN dengan proses ’'top-down’ RANCANGAN Renja SKPD untuk menghasilkan
RANCANGAN Renja SKPD yang lebih definitif. Sesuai ketentuan PERMENDAGRI No 13/2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Forum SKPD diharapkan menghasilkan
rumusan program dan kegiatan usulan SKPD untuk diakomodasikan dalam RANCANGAN RKPD.

Keluaran: Rancangan Renja SKPD yang telah mengakomodasikan 'bottom-up process’ memuat
secara garis besar:

Kode Fungsi

Kode Urusan Wajib atau Urusan Pilihan (dimana permasalahan ditemukan)

Kode SKPD (yang diharapkan akan menangani usulan)

Kode dan Nama, Judul Program yang diusulkan (terkait dengan permasalahan yang
dihadapi)

Kode dan Nama, Judul Kegiatan yang diusulkan

Tolok ukur dan Target Kinerja Capaian Kegiatan (Besaran Kegiatan)

Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian Keluaran

Tolok Ukur dan Target Kinerja Hasil

Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Dana (APBD, APBD Provinsi, APBN)

o=

©O© 00N O
—_—— =

CSO yang tergabung dalam forum SKPD perlu membekali diri dengan pemahaman dan kajian-kajian sesuai
dengan bidang SKPD yang dimasukinya. Beberapa hal yang perlu dicermati oleh dalam berbagai kegiatan
pembahasan forum SKPD, diantaranya:

= Apakah forum SKPD sudah melibatkan stakeholders yang memadai, sehingga dari segi keterwakilan
peserta sudah mencerminkan partisipatif.

= Mendorong/memfasilitasi agar proses perumusan tujuan pembangunan SKPD jangka menengah,
perumusan strategi dan kebijakan pembangunan SKPD, serta perumusan program dan indikasi
prioritas kegiatan, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat yang
punya kompetensi di bidang sektor ini.

= Mendorong SKPD untuk melakukan review menyeluruh atas realisasi kinerja capaian program dan
kegiatan Tahun Lalu dan dibahas bersama anggota FORUM tentang faktor-faktor penyebab
keberhasilan atau ketidak berhasilan

= Mengawal agar perumusan program SKPD mempunyai akuntabilitas tinggi, yaitu dengan
mempertimbangkan capaian kinerja periode sebelumnya, acuan SPM yang ada, Renstra SKPD
provinsi, serta hasil jaring aspirasi masyarakat yang terkait dengan sektor SKPD yang bersangkutan.

= (CSO dapat juga mengemukakan pemikiran/konsep hasil kajian mereka sendiri untuk dibahas
bersama dalam forum SKPD sekaligus sebagai konsep pembanding bagi konsep yang disusun tim
penyusun Renstra SKPD.
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Memastikan bahwa program dan kegiatan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD didukung oleh data dan
informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan; memiliki tolok ukur dan target kinerja
capaian program, kegiatan, keluaran, masukan dan hasil yang jelas

Memastikan bahwa pagu indikatif di dasarkan atas biaya satuan sumber daya kegiatan dan biaya
satuan kegiatan yang memadai dan dapat dipertanggung jawabkan

Turut merumuskan dan menandatangani berita acara hasil kesepakatan forum SKPD dan mengawal
kosistensinya pada proses-proses berikutnya.

DPRD melalui komisi-komisi yang ada perlu terlibat dalam pembahasan-pembahasan FGD sesuai
topik/substansi RPKD dan Renja SKPD. Komisi-komisi DPRD tersebut diharapkan dapat memberikan
kontribusi pemikiran/pandangan dan mengkritisi dalam hal :

Hasil analisis kondisi dan permasalahan sektor serta validitas data yang digunakan
Perumusan isu-isu sektoral serta kaitannya dengan isu daerah dan isu-isu nasional.

Mencermati apakah usulan program dan kegiatan SKPD sudah mengakomodasi usulan-usulan yang
berasal dari hasil musrenbang kecamatan.

Prioritas-prioritas kegiatan dan program apa yang mendesak dan membutuhkan penanganan segera.
Sinkronisasi/keterpaduan program/kegiatan sektor terhadap sektor-sektor lainnya.

Memastikan bahwa Program SKPD yang diusulkan sesuai dengan TUPOKSI SKPD dan mencakup
informasi yang memadai berkaitan dengan tolok ukur dan target kinerja capaian program, tolok ukur
dan target kinerja masukan, keluaran dan hasil.

Kesesuaian peruntukan program dan kegiatan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD

CONTOH FASILITASI FORUM SKPD

FORUM SKPD PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BESAR

Latar Belakang

UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU
No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional serta UU No. 32/2004
tentang Pemerintahan Daerah telah
mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem
perencanaan dan penganggaran nasional, baik pada
aspek proses dan mekanisme maupun tahapan
pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat
pusat dan daerah. Sehubungan dengan itu, untuk
menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) tahun 2008, yang berfungsi sebagai
dokumen perencanaan tahunan, Pemerintah
Daerah perlu menyelenggarakan forum
Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat
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desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga
tingkat provinsi, termasuk penyelenggaraan Forum
Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) di

tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota.
Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan
fungsi/sub fungsi, kegiatan/ sektor dan lintas
sektor) adalah wadah bersama antar pelaku
untuk  membahas

pembangunan prioritas

kegiatan pembangunan hasil Musrenbang
Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD
sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang
tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh
SKPD terkait.

membuka partisipasi masyarakat dalam rangka

Ada tiga asas penting yang
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Forum SKPD, vyaitu:

1. Asas “kepentingan umum” vyaitu asas yang
mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara
yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;

2. Asas “keterbukaan” yaitu asas yang membuka diri
terhadap hak masyarakat untuk memperoleh
informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif
tentang penyelenggaraan negara dengan tetap
memperhatikan perlindungan atas hak asasi
pribadi, golongan, dan rahasia Negara

3. Asas “akuntabilitas” yaitu asas yang menentukan
bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
Penyelenggara Negara harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau
rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi
negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Kabupaten Aceh Besar yang selama ini belum
optimal dalam menyelenggarakan perencanaan
pembangunan secara partisipatif perlu kiranya
untuk dikenalkan Forum Perencanaan
Pembangunan lainnya selain  Musrenbang
ditingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa.
Dengan adanya Forum ini, pembahasan
program/kegiatan yang lebih spesisfik diharapkan

akan lebih tepat sasaran.

Forum SKPD Pendidikan Kabupaten Aceh Besar
merupakan salah satu forum yang akan dijadikan
contoh karena komitmen dari Bupati baru dan
Dinas  Pendidikan
khususnya dalam rangka

Kabupaten Aceh Besar
menerapkan
perencanaan partisipatif sangat besar. Selain itu,
stakeholder lain yang ada di Aceh Besar juga
banyak memberikan perhatian pada masalah
pendidikan mengingat anggaran pendidikan di
Kabupaten Aceh Besar hanya 14% dari total APBD.
Oleh karena itulah, Forum SKPD Pendidikan
Kabupaten Aceh Besar ini dilakukan untuk
membahas isu-isu, tujuan, strategi, kebijakan, dan
prioritas prgram/kegiatan tahun anggaran 2008.

Tujuan Forum SKPD Pendidikan ini adalah
untuk:
1 Mensinkronkan

prioritas kegiatan
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pembangunan dari berbagai kecamatan dengan
Rancangan Rencana Kerja Satuan Perangkat
Daerah (Renja SKPD) Pendidikan.

2 Menetapkan kegiatan prioritas yang akan
dimuat dalam Renja-SKPD Pendidikan.

3 Menyesuaikan prioritas Renja-SKPD dengan
plafon/pagu dana SKPD yang termuat dalam
prioritas pembangunan daerah (Rancangan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

4 Mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi
yang berkaitan dengan fungsi SKPD, terutama
untuk mendukung terlaksananya Renja SKPD
Pendidikan.

Sasaran Forum SKPD Pendidikan ini adalah:

- memberikan pemahaman kepada partisipan
terkait dengan pentingnya Forum SKPD
pendidikan

- memberikan pemahaman kepada partisipan
terkait dengan visi dan misi Bupati (implikasi
terhadap SKPD Pendidikan)

- memberikan pemahaman tentang issue dan
perspektif terkait dengan SKPD Pendidikan

- mengembangkan rumusan yang diperlukan
dalam rangka penentuan prioritas
program/kegiatan SKPD Pendidikan

- merumuskan pendekatan untuk mereview
keberhasilan Renja Dinas Pendidikan tahun
lalu, merumuskan apa kelemahan dan
keberhasilan, mana program dan kegiatan
yang perlu dikembangkan, perlu dihentikan,
perlu disesuaikan, dsb

Keluaran Forum SKPD Pendidikan ini adalah :

1. Rancangan Renja-SKPD berdasarkan hasil
Forum SKPD Pendidikan yang memuat
kerangka regulasi dan kerangka anggaran
SKPD.

2 Kegiatan Prioritas yang sudah dipilah menurut
sumber pendanaan dari APBD setempat, APBD
Provinsi maupun APBN yang termuat dalam
Rancangan Renja-SKPD disusun menurut
kecamatan dan desa/kelurahan.

3 Terpilihnya delegasi dari Forum SKPD
Pendidikan yang yang berasal dari organisasi
kelompok-kelompok masyarakat skala
kabupaten untuk mengikuti Musrenbang
Kabupaten.

4 Berita Acara Forum SKPD Pendidikan

Jadwal Forum SKPD ini adalah pada 20 Maret
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2007, bertempat di SMA Peukan Bada, Kabupaten
Aceh Besar dengan sponsor penyelenggara LGSP
bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kab. Aceh
Besar.

Metoda yang diterapkan dalam Forum SKPD ini
adalah workshop. Adapun informasi awal yang
disampaikan kepada partisipan yaitu :

- Agenda Forum SKPD Pendidikan
- Handout tata cara penyusunan Renja SKPD

Pendidikan

- Petunjuk teknis penyelenggaraan Forum
SKPD

- Rancangan Renja SKPD Pendidikan untuk
tahun 2008

- Rangkuman tentang isu-isu pendidikan
- Form-form yang terkait dengan penyusunan
Renja SKPD

Stakeholder yang dilibatkan antara lain adalah:

- dari Pemerintah Daerah: Dinas Pendidikan
Kab., Dinas Pendidikan Provinsi, Bappeda
Kab., Dinas Syariat Kab., Perwakilan dari
Kecamatan, Perwakilan dari Sekolah, Diklat,
BRR. (total partisipan 40). Mereka
diharapkan dapat memberikan gambaran
tentang persoalan Pendidikan Kabupaten
Aceh Besar.

- dari non pemerintah: DBE 1, DBE 2, UNICEF,
Islamic Relief, ERA, Education Int., Plan Int.,
Kobar GB, Gerak Aceh Besar, Sorak Aceh
Besar, Muhammadiyah, Pugar, Komite
Sekolah, MPD, Unsyiah, IAIN, (total
partisipan 20). Mereka diharapkan dapat
memberikan masukan untuk pengembangan
rumusan yang diperlukan dalam rangka
penentuan prioritas program pendidikan

- dari DPRD: Komisi D (total partisipan 2).
Mereka diharapkan dapat memberikan
masukan untuk pengembangan rumusan
yang diperlukan dalam rangka penentuan
prioritas program pendidikan.

Fasilitator yang terlibat dalam kegiatan ini adalah
dari LGSP, vyaitu: Susila Utama (Planning
Specialist), Aries Priyadi Gunawan (Management
Specialist), Sigit Purwanto (Finance&Budgeting
Specialist),

Hendro Saky (Community
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Strengthening Specialist), Fahmi Rizal (LGSP —
Training Specialist).

Agenda kegiatan sebagaimana contoh terlampir.

Strategi/Langkah yang dilakukan dalam Forum
SKPD ini yaitu :

- pemaparan visi dan misi Bupati (implikasi
terhadap SKPD Pendidikan)

- pemaparan tentang
program/kegiatan tahun 2006

- pemaparan tentang program/kegiatan tahun
2007

- pemaparan tentang rancangan Renja SKPD
Pendidikan Tahun 2008

- pemaparan tentang hasil musrenbangcam
(khusus isu pendidikan)

- prioritisasi isu dan program/kegiatan SKPD
Pendidikan untuk tahun 2008

- penentuan delegasi yang akan mengikuti
Musrenbangda

evaluasi

Tools/Instrumen yang digunakan stakeholder
dalam kegiatan ini adalah Format-format utama
dari Permendagri 13/2006 terutama terkait
dengan penyusunan Renja SKPD ataupun
menggunakan kertas metaplan.

Naskah kesepakatan akan memuat Kesepakatan
tentang isu, prioritas program/kegiatan SKPD
Pendidikan, dan Daftar delegasi yang akan
mengikuti Musrenbangda.

Sumber: Format Konsultasi Perencanaan Daerah
untuk Forum SKPD Pendidikan Kabupaten Aceh
Besar (LGSP-NARO)
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Waktu

Contoh Agenda Forum SKPD

Agenda Konsultasi Perencanaan Daerah

Forum SKPD Pendidikan Kabupaten Aceh Besar

Peukan Bada, 20 Maret 2007

Agenda

Selasa, 20 Maret 2007

08.30-09.00

09.00-09.10

09.10-09.20

09.20-09.30

09.30-09.45

09.45-09.55

09.55-10.05

10.05-10.20

10.20-10.30

10.30-11.00

11.00-11.30

11.30-12.00

12.00-12.45

12.45-14.00

14.00-15.30

Pendaftaran

Pembacaan Quran

Sambutan dari LGSP

Sambutan dari Dinas Pendidikan
Sambutan dan pembukaan acara

COFFEE BREAK

Kesepakatan Agenda

Pemaparan Visi dan Misi

(terkait dengan pendidikan)

Tanya Jawab

Pemaparan Evaluasi Renja Tahun 2006
Pemaparan Renja Tahun 2007

Diskusi

Pemaparan Rancangan Renja Tahun 2008
Pemaparan hasil Musrenbang Kecamatan
Diskusi

ISHOMA

Prioritisasi Isu, Program/Kegiatan

Bahan Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Renja SKPD

Fasilitator

Panitia

Panitia

RC- ARO

Ka. Dinas Pendidikan

Bupati Aceh Besar

LGSP

Bupati Aceh Besar

LGSP

Dinas Pendidikan

LGSP

Dinas Pendidikan

LGSP

Dinas Pendidkan
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15.30-15.45 Penentuan Delegasi yang akan mengikuti LGSP
Musrenbang Kabupaten

15.45-16.00 Penutupan Ka. Dinas Pendidikan

Sumber: Format Konsultasi Perencanaan Daerah untuk Forum SKPD Pendidikan Kabupaten Aceh Besar
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A. BAGAN ALIR TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Gambar.G-VI.A.1
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Gambar.G-VI.A.2
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja SKPD Kabupaten/Kota

Rancangan Awal RKPD

Surat Edaran KDH
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Bappeda
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B.  PERSIAPAN PENYUSUNAN RENJA SKPD

Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja SKPD, orientasi
mengenai RKPD dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan
informasi.

B.1. Pembentukan Tim Penyusun Renja SKPD

Anggota tim penyusun Renja SKPD adalah pejabat dan staf SKPD yang benar-benar siap untuk
bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renja SKPD. Dengan demikian yang
dipilih adalah yang punya kesiapan waktu dan kemampuan teknis yang cukup.

Anggota tim yang dipilih diprioritaskan yang memiliki kompetensi, mempunyai latar belakang
pendidikan atau pengalaman di bidang perencanaan daerah dan paham akan substansi tugas
dan fungsi SKPD. Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap bidang yang ada di masing-
masing SKPD, dan diketuai oleh orang yang bertanggungjawab atas perencanaan di SKPD. Tim
penyusun dibuat sesederhana mungkin dan bila dipandang perlu dapat dibantu tenaga ahli
advisor.

B.2. Orientasi mengenai Renja SKPD

Orientasi mengenai Renja SKPD perlu diberikan kepada tim untuk penyamaan persepsi terkait
teknis penyusunan Renja SKPD, hubungan Renja SKPD dengan dokumen perencanaan
lainnya, mengetahui aspek-aspek regulasi yang terkait dengan perencanaan dan
penganggaran daerah.

B.3. Penyusunan Agenda Kerja

Jangka waktu penyelesaian dokumen Renja SKPD sangat ketat dan padat. Untuk itu perlu
disusun agenda kerja yang memerinci setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen Renja
SKPD dengan satuan waktu sejak persiapan, sampai dengan penetapan Renja SKPD. Agenda
kerja tersebut dapat dituangkan dalam sebuah matrik kalender kegiatan.

Contoh agenda kerja penyusunan dokumen Renja SKPD dapat dilihat pada Tabel.T-V.B.1. yang
tercantum dalam LAMPIRAN V peraturan menteri ini.

B.4. Pengumpulan Data dan Informasi

Setiap usulan program dan kegiatan perlu didukung data atau informasi yang memadai dan
akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data atau informasi dikumpulkan
sedemikian rupa hingga memperlihatkan secara jelas capaian kinerja penyelenggaraan urusan
wajib/pilihan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab sesuai dengan tugas fungsi
SKPD .

Pengumpulan data dapat dilakukan berdasarkan langkah-langkah berikut:

1. Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renja SKPD dan
disajikan dalam bentuk matrik (check list) untuk memudahkan dalam analisis.

Mengumpulkan data/informasi dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.
Data dan informasi yang perlu dikumpulkan dalam proses penyusunan Renja SKPD, antara

lain:
1. Peraturan perundang-undangan terkait;
2. Kebijakan-kebijakan nasional yang terkait;
4. Dokumen-dokumen:
a. RKPD provinsi dan Renstra SKPD provinsi untuk penyusunan Renja SKPD provinsi;

b. RKPD kabupaten/kota dan Renstra SKPD kabupaten/kota untuk penyusunan Renja
kabupaten/kota;

c. Hasil evaluasi Renja SKPD periode lalu.
Dokumen-dokumen RKPD;
Dokumen RKPD dan hasil evaluasi pelaksanaannya;

Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun-tahun sebelumnya;

o ok w

Dokumen APBD tahun berjalan dan realisasi APBD tahun-tahun sebelumnya;
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7. Data pokok statistik daerah sampai dengan versi terakhir; dan

8. Data khusus lainnya dari setiap SKPD yang dibutuhkan.

Untuk mempermudah pengecekan kelengkapan data/informasi yang dibutuhkan, dapat dibuat
inventarisasi kebutuhan data.

C. PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum
disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang
dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD
dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan
fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi
pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian
Renstra SKPD.

Penyusunan Renja SKPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu
rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Tahap perumusan rancangan Renja SKPD; dan

2. Tahap penyajian rancangan Renja SKPD.
C.1. Tahap Perumusan Rancangan Renja SKPD

Perumusan rancangan Renja SKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Pengolahan data dan informasi;

2. Analisis gambaran pelayanan SKPD;

3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD;
4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;

5. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

6. Perumusan tujuan dan sasaran;

7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

8. Perumusan kegiatan prioritas;

9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD;

10. Penyempurnaan rancangan Renja SKPD;

11. Pembahasan forum SKPD; dan

12. Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran

pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum
pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.



C.1.1. Pengolahan Data dan Informasi

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja SKPD, pada dasarnya sama dengan
pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah
mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan
pelayanan SKPD, yang menyangkut aspek:

Kondisi pelayanan SKPD;
Organisasi dan tatalaksana SKPD;
Hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya;

Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra SKPD;

1
2
3
4
5. Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
6. Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan SKPD;
7. Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan SKPD;
8. Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
9. Rancangan awal RKPD tahun rencana;
10. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pusat;
11. Informasi program dan kegiatan yang diusulkan:
a. dari kabupaten/kota untuk penyusunan Renja SKPD provinsi.
b. dari kecamatan untuk penyusunan Renja SKPD kabupaten/kota.

12. Informasi lain terkait pelayanan SKPD.

C.1.2. Analisis gambaran pelayanan SKPD

Analisis kinerja pelayanan SKPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD
dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan
tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan
kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan SKPD digunakan beberapa indikator, antara lain
mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai
dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Khusus untuk provinsi, pencapaian target SPM dan target capaian IKK dari SKPD provinsi juga
dipengaruhi kinerja pelayanan SKPD kabupaten/kota. Oleh karena itu dalam menyusun target
kinerja pelayanan SKPD provinsi harus terintegrasi dan bersinergi dengan target kinerja SKPD
kabupaten/kota, yang disesuaikan dengan kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing.

Langkah-langkah analisis kinerja pelayanan SKPD adalah:

1. Tentukan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan SKPD
sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi. Untuk SKPD yang telah memiliki SPM dapat
menggunakan indikator kinerja SPM, serta IKK berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2008;

2. Untuk SKPD yang belum memiliki SPM, selain menggunakan IKK, perlu juga dirumuskan
indikator lain yang sesuai untuk mengukur kinerja pelayanan SKPD berdasarkan hasil
analisis standar kebutuhan pelayanan tersendiri;

3. ldentifikasi tolok ukur/besaran indikator kinerja menurut SPM dan IKK atau hasil analisis
kebutuhan, pada setiap jenis indicator;

4. ldentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra SKPD untuk kondisi
tahun lalu, tahun berjalan, tahun rencana, dan prakiraan maju tahun berikutnya;

5. Hitung realisasi capaian target kinerja untuk kondisi tahun lalu, dan perkiraan realisasi
tahun berjalan berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun berjalan;

6. Berdasarkan kondisi target menurut Renstra SKPD dan capaian kinerja tahun lalu dan
perkiraan tahun berjalan, hitung proyeksi kebutuhan besaran target yang layak untuk
tahun rencana dan prakiraan maju tahun berikutnya, yang nantinya akan dijabarkan
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menjadi kebutuhan program dan kegiatan untuk tahun rencana, sesuai dengan tugas dan
fungsi, serta kewenangan SKPD;

7. Berikan catatan penting hasil kajian antara target dan realisasi yang dicapai, serta
rumusan proyeksi untuk tahun rencana;

8. Bila dalam IKK angka standar atau target besarannya tidak tercantum, maka analisis
capaian kinerja selain dibandingkan terhadap target besaran Renstra SKPD, juga
dihubungkan dengan indikator yang terkait dengan SPM;

9. Bila dalam Renstra SKPD tidak tercantum indikator yang sesuai dengan SPM maupun IKK,
maka kondisi pelayanan tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan perlu dipetakan (dihitung)
mengacu pada indikator SPM dan IKK. Sedangkan analisis dan proyeksinya untuk tahun
rencana mengacu pada ketentuan SPM;

10. Jika SKPD yang belum mempunyai SPM dan dokumen Renstra SKPD tidak tercantum
indikator maupun target kinerjanya, maka pemetaan kinerja pelayanan mengacu pada
indikator IKK serta analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD
serta kewenangannya berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2007;

11. Bila besaran tolok ukurnya dalam IKK belum tercantum, maka perlu dilakukan analisis
standar kebutuhan pelayanan sesuai dengan norma dan standar pelayanan masing-
masing SKPD; dan

12. Sajikan dalam bentuk tabel (dalam contoh disajikan untuk SKPD Pendidikan) seperti pada
Tabel.T-VI.C.1 di bawah.

Khusus bagi SKPD provinsi:

Hasil proyeksi berdasarkan Tabel.T-VI.C.1, selanjutnya dikoordinasikan dengan SKPD
kabupaten/kota untuk memperoleh kesepakatan terhadap target proyeksi di tahun rencana
dan prakiraan maju tahun berikutnya pada masing-masing kabupaten/kota, serta pembagijan
peran masing-masing dalam program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan masing-
masing.

Dalam hal untuk pencapaian target kinerja pelayanan SKPD merupakan kewenangan
kabupaten/kota yang mengalami kesulitan untuk dipenuhi, maka SKPD Provinsi dapat
memberikan bantuan kepada kabupaten/kota dalam bentuk tugas pembantuan dan/atau
bantuankeuangan kepada kabupaten/kota.
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Tabel. T-VI.C.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Pendidikan *)

SPM/ KK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
) . -
NO Indikator *) stapdar (PP-6/’08)| Tahun ... Tahun ........ Tahun ........ Tahun ....... Tahun ....... fahun ........ (tahun| Tahun ...... Tahun .......... Catatan Analisis
nasional (tahun n-2) (tahun n-1) (tahun n) (tahun n+1) (tahun n-2) n-1) (tahun n) (tahun n+1)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
| SPM PENDIDIKAN
A. | Pendidikan Formal
1. | SD/MI (Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah)
a) Partisipasi anak bersekolah (PAB) 95 %
b) Angka putus sekolah (APS) <1%
¢) Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai
) 90 %
standar teknis
d) Pemenuhan jumlah guru yang diperlukan 90 %
e) Kualifikasi guru yang sesuai kompetensi yang
. ) 90 %
ditetapkan secara nasional
f) Kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa 95 %
g) Jumlah siswa per kelas 30-40
h) Jumlah siswa dengan nilai memuaskan terhadap uji
A . 90 %
sampel mutu pendidikan standar nasional
i) Jumlah lulusan yang melanjutkan ke SMP/MTs 95 %
2. | SMP/Mts
a) Partisipasi anak bersekolah 90 %
b) Angka putus sekolah (APS) <1%
¢) Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai o
) 90 %
standar teknis
d) Kepemilikan sekolah terhadap tenaga kependidikan 80 %
non guru °
e) Pemenuhan jumlah guru yang diperlukan 90 %
f) Kualifikasi guru yang sesuai kompetensi yang
. ; 90 %
ditetapkan secara nasional
g) Kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa 100 %
h) Jumlah siswa per kelas 30-40




' SPM/ KK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi N
NO Indikator *) Stahdar (PP-6/°08)| Tahun ... Tahun ........ Tahun ........ Tahun ....... Tahun ....... Tahun ........ (tahun| Tahun ...... Tahun .......... Catatan Analisis
nasional (tahun n-2) (tahun n-1) (tahun n) (tahun n+1) (tahun n-2) n-1 (tahun n) (tahun n+1)
(1) (2 (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
i) Jumlah siswa dengan nilai memuaskan terhadap uji
- ) 90 %
sampel mutu pendidikan standar nasional
j) Jumlah lulusan yang melanjutkan ke SMA/MA/ SMK 70 %
3. | SMA/MA
a) Partisipasi anak bersekolah 60 %
b) Angka putus sekolah (APS) <1%
¢) Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai 90 %
standar teknis yang ditetapkan ?
d) Kepemilikan sekolah terhadap tenaga kependidikan 80 ¥
non guru °
e) Pemenuhan jumlah guru yang diperlukan 90 %
f) Kualifikasi guru yang sesuai kompetensi yang
. ) 90 %
ditetapkan secara nasional
g) Kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa 100 %
h) Jumlah siswa per kelas 30-40
i) Jumlah siswa dengan nilai memuaskan terhadap uji
- . 90 %
sampel mutu pendidikan standar nasional
j) Jumlah lulusan yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi
e 25%
yang terakreditasi
4. | SMK
a) Angka putus sekolah (APS) <1%
b) Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai 90 %
standar teknis yang ditetapkan ?
c) Kepemilikan sekolah terhadap tenaga kependidikan 80 %
non guru ?
d) Pemenuhan jumlah guru yang diperlukan 90 %
e) Kualifikasi guru yang sesuai kompetensi yang
. ) 90 %
ditetapkan secara nasional
f) Kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa 100 %
g) Jumlah siswa per kelas 30-40
h) Jumlah siswa dengan nilai memuaskan terhadap uji 90 %
0

sampel mutu pendidikan standar nasional




-10 -

' SPM/ KK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi N
NO Indikator *) Stahdar (PP-6/°08)| Tahun ... Tahun ........ Tahun ........ Tahun ....... Tahun ....... Tahun ........ (tahun| Tahun ...... Tahun .......... Catatan Analisis
nasional (tahun n-2) (tahun n-1) (tahun n) (tahun n+1) (tahun n-2) n-1 (tahun n) (tahun n+1)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (112) (12) (13)
i) Jumlah lulusan yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi o
L 25 %
yang terakreditasi
j) Jumlah lulusan yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi o
L 20 %
yang terakreditasi
k) Jumlah lulusan yang diterima di dunia kerja sesuai o
) 20 %
dengan keahliannya.
B. | Pendidikan Non Formal
1. | Pendidikan Keaksaraan
a) Bisa membaca dan menulis 100 %
b) Orang buta aksara dalam kelompok usia 15-44 tahun <7%
c) Orang buta aksara dalam kelompok usia diatas 44 <30%
tahun
d) Ketersediaan data dasar keaksaraan yang diperbarui
terus menerus
2. | Kesetaraan SD (program Paket-A)
a) Peserta paket A bagi penduduk usia sekolah yang 85 ¥
belum bersekolah SD/MI ?
b) Peserta didik Paket A yang tidak aktif < 10%
c) Kepemilikan modul program paket A oleh peserta didik. 100 %
d) Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian
95 %
kesetaraan
e) Jumlah lulusan Program Paket A dapat melanjutkan ke 95 %
jenjang lebih tinggi (SMP/MTs atau Program Paket B ?
f) Jumlah peserta didik yang mengikuti uji sampel mutu
- o 90 %
pendidikan yang mendapatkan nilai memuaskan
g) Pemenuhan jumlah tutor Program Paket A yang o
) 100 %
diperlukan
h) Kualifikasi tutor Program Paket A yang sesuai standar
: - ) 90 %
kompetensi yang ditetapkan secara nasional
i) Jumlah pusat kegiatan belajar masyarakat yang
memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai standar 90 %
teknis pembelajaran
j) Jumlah peserta yang memiliki sarana belajar 100 %
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' SPM/ KK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi N
NO Indikator *) Stahdar (PP-6/°08)| Tahun ... Tahun ........ Tahun ........ Tahun ....... Tahun ....... Tahun ........ (tahun| Tahun ...... Tahun .......... Catatan Analisis
nasional (tahun n-2) (tahun n-1) (tahun n) (tahun n+1) (tahun n-2) n-1 (tahun n) (tahun n+1)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (112) (12) (13)
k) Tersedianya data dasar kesetaraan SD yang diperbarui
terus menerus.
3. | Kasetaraan SMP (Program Pakat B)
a) Peserta didik Program Paket C bagi penduduk usia 90 %
sekolah yang belum bersekolah SMA/MA/SMK °
b) Peserta didik Program Paket C yang tidak aktif < 10%
c) Kepemilikan modul program paket C oleh peserta didik. 100 %
d) Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian
80 %
kesetaraan
e) Jumlah lulusan Program Paket C dapat memasuki
] - 50 %
dunia kerja
f) Jumlah lulusan Program Paket C dapat melanjutkan ke 50 %
jenjang pendidikan lebih tinggi. °
g) Jumlah peserta didik yang mengikuti uji sampel mutu
- i 90 %
pendidikan yang mendapatkan nilai memuaskan
h) Pemenuhan jumlah tutor Program Paket C yang
) 100 %
diperlukan
i) Kualifikasi tutor yang sesuai standar kompetensi yang
. ; 90 %
ditetapkan secara nasional
j) Jumlah pusat belajar masyarakat yang memiliki sarana
dan prasarana minimal sesuai standar teknis 90 %
pembelajaran
k) Tersedianya data dasar kesetaraan SMA yang
diperbarui terus menerus.
4. | Kasetaraan SMA (Program Paket C)
a) Peserta didik Program Paket C bagi penduduk usia 70 %
sekolah yang belum bersekolah SMA/MA/SMK ?
b) Peserta didik Program Paket C yang tidak aktif <5%
c) Kepemilikan modul program paket C oleh peserta didik. 60 %
d) Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian
80 %
kesetaraan
e) Jumlah lulusan Program Paket C dapat memasuki
] - 60 %
dunia kerja
f) Jumlah lulusan Program Paket C dapat melanjutkan ke 10 %
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' SPM/ KK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi N
NO Indikator *) Stahdar (PP-6/°08)| Tahun ... Tahun ........ Tahun ........ Tahun ....... Tahun ....... Tahun ........ (tahun| Tahun ...... Tahun .......... Catatan Analisis
nasional (tahun n-2) (tahun n-1) (tahun n) (tahun n+1) (tahun n-2) n-1 (tahun n) (tahun n+1)
(1) (2 (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (112) (12) (13)
jenjang pendidikan lebih tinggi.
g) Jumlah peserta didik yang mengikuti uji sampel mutu
- o 90 %
pendidikan yang mendapatkan nilai memuaskan
h) Pemenuhan jumlah tutor Program Paket C yang o
) 100 %
diperlukan
i) Kualifikasi tutor yang sesuai standar kompetensi yang o
. ; 90 %
ditetapkan secara nasional
J) Jumlah pusat belajar masyarakat yang memiliki sarana
dan prasarana minimal sesuai standar teknis 90 %
pembelajaran
k) Tersedianya data dasar kesetaraan SMA yang
diperbarui terus menerus.
5. | Pendidikan Keterampilan dan Bermata-pencaharian
a) Prosentase jumlah anggota masyarakat putus sekolah,
pengangguran, dan dari keluarga pra sejahtera yang 25 9%
menjadi peserta didik dalam kursus-
kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang
b) Kepemilikan ijin operasional dari pemerintah atau o
. 100 %
pemerintah daerah
¢) Jumlah lembaga kursus dan lembaga pelatihan yang o
N 25%
terakreditasi
d) Kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar
o 100 %
usaha/magang yang dibina secara terus menerus
e) Lulusan kursus, pelatihan, magang, kelompok belajar
. . ) 90 %
usaha yang dapat memasuki dunia kerja
f) Pemenuhan jumlah tenaga pendidik, instruktur, atau
penguji praktek dari kursus-kursus/pelatihan/ 100 %
kelompok belajar usaha/magang yang diperlukan
g) Kualifikasi tenaga pendidik, instruktur, atau penguji
praktek kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar 90 %
usaha/magang yang memenuhi standar kompetensi ?
yang dipersyaratkan
h) Jumlah peserta ujian kursus-kursus yang memperoleh o
" . 75 %
ijazah atau sertifikat
i) Jumlah kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar
usaha/magang yang memeiliki sarana dan prasarana 90 %

minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan
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NO

Indikator *)

SPM/
standar
nasional

IKK
(PP-6/°08)

Target Renstra SKPD

Realisasi Capaian

Proyeksi

(tahun n-2) (tahun n-1) (tahun n)

(tahun n+1)

(tahun n-2)

fahun ........ (tahun
1

Tahun ......
(tahun n)

(tahun n+1)

Catatan Analisis

(1)

2)

3)

4

(5) (6) ()

8)

9)

(11)

(12)

(13)

j) Tersedianya data dasar kursus-
kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang
yang diperbarui terus menerus

Pendidikan Taman Kanak-kanak

a) Jumlah anak usia 4-6 ahun yang mengikuti program
TK/RA

20%

b) Guru yang layak mendidik T/RA dengan kualifikasi
sesuai standar kompetensi yang ditetapkan secara
nasional

90 %

c) TK/RAyang memiliki sarana dan prasarana
belajar/bermain

90 %

d) TK/RAyang telah menerapkan manajemen berbasis
sekolah sesuai dengan manual yang ditetapkan oleh
Menteri

60 %

Pendidikan di Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain
atau yang sederajat

a) Jumlah anak O - 4 tahun yang mengikuti kegiatan
Tempat Penitipan Anak, Kelompok Bermain atau
sederajat

65 %

b) Jumlah Anak usia 4-6 tahun yang belum terlayani pada
program PAUD jalur formal mengikutii program PAUD
jalur non formal.

50 %

¢) Guru PAUD jalur non formal yang telah mengikuti
pelatihan di bidang PAUD

50 %

Indikator Kinerja Kunci (PP-6/2008)

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan Sosial : Pendidikan

a) Angka melek huruf

100%

b) Angka rata-rata lama sekolah

c) Angka partisipasi murni

d) Angka partisipasi kasar

e) Angka pendidikan yang ditamatkan
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NO

Indikator *)

SPM/
standar
nasional

IKK
(PP-6/°08)

Target Renstra SKPD

Realisasi Capaian

Proyeksi

(tahun n-2) (tahun n-1) (tahun n)

(tahun n+1)

(tahun n-2)

fahun ........ (tahun

Tahun ......
(tahun n)

(tahun n+1)

Catatan Analisis

(1)

2)

3)

4

(5) (6) ()

8)

9)

(11)

(12)

(13)

Aspek Pelayanan Umum

Pendidikan Dasar

a) Angka partisipasi sekolah

b) Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah

¢) Rasio guru/murid

d) Rasio guru/murid per kelas rata-rata

Pendidikan menengah:

a) Angka partisipasi sekolah

b) Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia
sekolah

c) Rasio guru terhadap murid

d) Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata

Catatan :

*) Contoh untuk SKPD pendidikan dan sesuaikan dengan tugas, fungsi dan kewenangan SKPD provinsi/kabupaten/kota

**) Diisi nama provinsi/kabupaten/kota
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Petunjuk Pengisian Tabel.T-VI.C.1:

Tahun
n
n-1

Kolom (1)
Kolom (2)

Kolom (3)

Kolom (4)

Kolom (5)

Kolom (6)

Kolom (7)

Kolom (8)

Kolom (9)

Kolom (10)

Kolom (11)

Kolom (12)

Kolom (13)

diisi tahun yang sesuai;
tahun yang direncanakan;
tahun berjalan (tahun dilakukannya penyusunan Renja SKPD);

diisi dengan nomor urut sesuai dengan kebutuhan;

diisi sesuai dengan jenis indikator yang tercantum di dalam SPM, maupun IKK
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 atau indikator lainnya
sesuai jenis urusan pemerintah daerah yang dianalisis;

diisi dengan besaran standar nasional menurut SPM pendidikan;

diisi dengan besaran standar yang ditentukan mengacu penjabaran Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008;

diisi dengan angka target yang tercantum dalam Renstra SKPD untuk kondisi
tahun lalu;

diisi dengan angka target yang tercantum dalam Renstra SKPD untuk kondisi
tahun berjalan;

diisi dengan angka target yang tercantum dalam Renstra SKPD untuk kondisi
tahun rencana.

diisi dengan angka target yang tercantum dalam Renstra SKPD untuk kondisi
tahun selanjutnya sesudah tahun rencana;

diisi dengan realisasi capaian kinerja pelayanan untuk tahun lalu yang dihitung
berdasarkan data yang ada menggunakan formula dan tabel tertentu sesuai
jenis indikator yang dianalisis;

diisi dengan perkiraan realisasi untuk tahun berjalan berdasarkan dokumen
APBD dan Lampiran APBD tahun berjalan yang baru disahkan;

diisi dengan angka proyeksi tahun rencana berdasarkan pertimbangan antara
target menurut Renstra SKPD dengan realisasi capaian;

diisi dengan angka proyeksi tahun selanjutnya sesudah tahun rencana, sebagai
bahan prakiraan maju, diperhitungkan berdasarkan angka-angka yang tercantum
dalam target Renstra SKPD untuk masing-masing kondisi; dan

diisi dengan catatan-catatan analisis atas angka-angka yang dihasilkan dalam
tabel, misalnya kajian terhadap besarnya kesenjangan antara target dengan
realisasi dan dampaknya terhadap kebutuhan program di tahun rencana.

Contoh langkah-langkah menghitung proyeksi kinerja:

Langkah-langkah untuk merumuskan proyeksi kinerja pelayanan yang akan dicapai, antara
lain sebagai berikut:

1. Teliti perkiraan realisasi capaian kinerja untuk setiap jenis indikator sampai dengan
kondisi tahun berjalan;

2. Bandingkan terhadap target capaian SPM dan target capaian Renstra SKPD sampai
dengan tahun berjalan, seberapa besar kesenjangan yang terjadi, lihat ilustrasi berikut:
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Gambar.G-VI.C.1
Proyeksi Kinerja

Target kinerja

/ = Target Renstra
"4 K =
_—— - Realisasi
N 4
,/0‘. /
/ //v —»  Proyeksi mengikuti trend

- / -------- > Proyeksi sesuai arah
g - Renstra

—_— Proyeksi alternatif

n-3 n-2 n-1 n n+1 —>tahun

Teliti target capaian Kinerja pelayanan untuk tahun rencana dan tahun sesudahnya
menurut Renstra SKPD dan target SPM, kemudian bandingkan dengan perkiraan realisasi
capaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;

Khusus SKPD provinsi, lakukan pengkajian capaian kinerja pelayanan menurut tingkat
kabupaten/kota, untuk melihat kabupaten/kota mana saja yang kinerjanya sangat baik,
cukup baik, maupun yang masih kurang baik sebagai bahan pertimbangan dalam
menentukan arah kebijakan pembangunan pelayanan SKPD provinsi;

Kaji permasalahan pencapaian kinerja pelayanan tersebut dikaitkan dengan tugas pokok
dan fungsi serta kewenangan antara SKPD provinsi dan SKPD kabupaten/kota;

Lakukan analisis kapasitas/kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan
kegiatan sesuai dengan kewenangannya;

Kaji kemungkinan tingkat pencapaian target Renstra SKPD dan SPM untuk tahun rencana
dan tahun sesudahnya, dengan mempertimbangkan besar kesenjangan yang telah
dicapai sampai dengan tahun berjalan, hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Renja SKPD
tahun-tahun sebelumnya, serta kapasitas SKPD dalam melaksanakan program dan
kegiatan;

Bila pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun lalu mempunyai kinerja baik, maka berpeluang
untuk menetapkan target kinerja yang sebanding dengan tahun sebelumnya atau
ditingkatkan lebih tinggi;

Proyeksikan target kinerja pelayanan SKPD untuk setiap jenis indikator pada tahun
rencana dan tahun sesudahnya, serta catatan penting yang perlu dilakukan untuk
mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di tahun rencana dan sesudahnya; dan

Rumuskan kebutuhan jenis program dan kegiatan yang dibutuhkan sesuai kewenangan
untuk mencapai target kinerja pelayanan SKPD yang diproyeksikan.

Contoh menghitung proyeksi kinerja:

1. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang sekolah
tertentu dengan jumlah penduduk yang sesuai dengan kelompok usia yang seharusnya
tertampung menurut jenjang sekolah tersebut. Perhitungan APM menggunakan rumus:

Et
APME =22, 100
Hui®
dimana:
h = jenjang pendidikan
a = kelompok usia
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t = tahun

E;,a = jumlah siswa/penduduk kelompok usia a yang bersekolah di tingkat
pendidikan h pada tahun t

Pi. = Jjumlah penduduk kelompok usia

Angka yang dianalisis adalah untuk kondisi tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan,
serta proyeksi untuk tahun rencana dan prakiraan maju tahun berikutnya.

Untuk memudahkan perhitungan dan berguna sebagai bahan perumusan program/ kegiatan,
maka untuk provinsi perlu dideskripsikan menurut kabupaten/kota, sedangkan bagi
kabupaten/kota perlu dideskripsikan menurut kecamatan seperti pada tabel berikut:

Tabel.T-VI.C.2
Angka Partisipasi Murni (APM)
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)
Tahun .....**¥)

SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK
J:i’:v'vaah Jumlah
Jumlah " siswa usia
NO | Kabupaten/Kota/Kecamatan*) | siswa usia J””;'a(;‘ e tlh3‘ J””;'a(;‘ 16-18 th J”?'th
7-12th ’;e”.” Ul APM pendudu APM bersekola | PENAUCUN | apy
di SD/MI : SMA/MA/
SMF;/MT SMK
11
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) ( )
1 Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)
2 Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)
3 Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)
dst ..
Se-Provinsi
Keterangan:
*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

**)  Jika tabel provinsi, diisi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi
dengan nama kecamatan berkenaan.
**%) diisi sesuai angka tahun yang dianalisis (tahun lalu, tahun berjalan, dan proyeksi untuk tahun rencana)

Nilai APM yang tercantum pada kolom (5), kolom (8) dan kolom (11) dari Tabel.T-VI.C.2
tersebut dipindahkan kedalam Tabel.T-VI.C.1 Pencapaian kinerja pelayanan SKPD Pendidikan
pada indikator berkenaan.

2. Dst .......... (hitung untuk jenis-jenis indikator lainnya di bidang pendidikan sesuai dengan
indikator menurut SPM dan/atau Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah dengan merujuk pada LAMPIRAN | peraturan menteri ini)

Contoh lainnya adalah tabel analisis untuk SKPD Dinas Kesehatan dan SKPD Dinas
Tenagakerja, adalah sebagai berikut:
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Tabel.T-VI.C.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan
Provinsi/Kabupaten/Kota ............ %)
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
) . SPM/standar IKK Catatan
NO Indikator *) nasional (PP-6/2008) Tahun ....... Tahun ........ Tahun ........ Tahun ....... Tahun ....... Tahun ........ Tahun .......... Tahun .......... Analisis
(tahun n-2) (tahun n-1) (tahun n) (tahun n+1) (tahun n-2) (tahun n-1) (tahun n) (tahun n+1)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
| SPM Kesehatan (Permenkes: ;%Tgn
No.741/MENKES/PER/VII/2008 2015
A | Pelayanan Kesehatan Dasar
a) Cakupan kunjungan ibu hamil K4 95%
b) Cakupan komplikasi kebidanan yang
) ’ 80%
ditangani
c) Dst.......
B | Pelayanan Kesehatan Rujukan
a) Cakupan pelayanan kesehatan
. ; s 100%
rujukan pasien masyarakat miskin
b) Cakupan pelayanan gawat darurat
level 1 yang harus diberikan sarana 100%
kesehatan (RS) di Provinsi
C. | Penyelidikan Epidemiologi ...dst
1. | Dst....
Il | Standar IKK (PP-6/2008)
A | Aspek Kesejahteraan Masyarakat
1. | Kesejahteraan Sosial
a) Angka kelangsungan hidup bayi
b) Dst......
B. | Aspek Pelayanan Umum
1. | Pelayanan Dasar

a. Rasio posyandu per satuan balita




Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Tenagakerja
Provinsi/Kabupaten/Kota
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Tabel.T-VI.C.4

NO

Indikator*)

SPM/standar
nasional

IKK
(PP-6/2008)

Target Renstra SKPD

Realisasi Capaian

Proyeksi

(tahun n-2)

(tahun n-1)

(tahun n)

(tahun n+1)

(tahun n-2)

(tahun n-1)

(tahun n)

(tahun n+1)

Catatan
Analisis

1)

@

®3)

4)

(5)

(6)

(7)

8

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Standar IKK (PP-6/2008)

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahtaraan Sosial

a) Kesempatan Kerja

e Rasio penduduk yang bekerja

Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan Penunjang

a) Penanaman Modal

e Jumlah investor berskala nasional
(PMDN/PMA)

e Jumlah nilai investasi berskala
nasional (PMDN/PMA)

® Rasio daya serap tenaga kerja

b) Ketenagakerjaan

a. Angka partisipasi angkatan kerja

b. Angka sengketa  pengusaha-
pekerja per tahun

Hasil Analisis Standar Kebutuhan***

Kualitas Tenaga Kerja

Pendidikan Pekerja

a) Rasio tenaga ahli

b) Rasio pekerja terdidik

c) Rasio pekerja trampil/terlatih

Gender pekerja

a) Rasio pekerja wanita

b) Rasio pekerja di bawah umur

Sarana Pelatihan
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Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
. * SPM/standar IKK Catatan
NO Indikator™) nasional (PP-6/2008) Tahun ....... Tahun ........ Tahun ........ Tahun ....... Tahun ....... Tahun ........ Tahun .......... Tahun .......... Analisis
(tahun n-2) (tahun n-1) (tahun n) (tahun n+1) (tahun n-2) (tahun n-1) (tahun n) (tahun n+1)
a) Rasio balai latihan terhadap jumlah
angkatan kerja
b) Rasio daya serap balai latihan
terhadap kebutuhan
c) Kelengkapan alat dan sarana latih
B. Kesejahteraan Pekerja
1. Penghasilan pekerja
a) Angka pekerja dengan upah sesuai
UMR
b) Rasio rata-rata penghasilan pekerja
terhadap UMR
¢) Angka rata-rata jam kerja
d) dst
2. Jaminan Kesehatan Pekerja
a) Angka partisipasi pekerja peserta
ASTEK dan sejenisnya
b) Angka partisipasi perusahaan peserta
ASTEK dan sejenisnya
(o) I dst
3. Jaminan Masa Tua Pekerja
a) Angka partisipasi Jamsostek
b) Angka partisipasi perusahaan
peserta Jamsostek
C) e dst
C ..dst
Catatan:
*) contoh indikator sesuaikan dengan tugas, fungsi dan kewenangan SKPD

*%) isi dengan nama provinsi/kabupaten/kota
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C.1.3. Mereview Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Berdasarkan Renstra
SKPD

Kegiatan Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja
Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam
melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja
program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja SKPD terkait dengan
kewenangan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, yang meliputi 34 urusan pemerintahan, yang
terdiri atas 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan.

Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun
sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD (kalau sudah tersedia), dan
perkiraan pelaksanaan DPA-SKPD (dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat
daerah) tahun berjalan yang baru disahkan.

Bila laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD belum disusun, maka dapat dibuat
rekapitulasi berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya
sejak tahun pertama periode Renstra SKPD, dibandingkan dengan rencana program dan
kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra SKPD.

Telaahan hasil evaluasi mencakup:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan.

4, Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja
program/kegiatan.

Misal : penyebab tidak terpenuhinya pencapaian target SKPD, antara lain karena:

Terlambatnya pengesahan anggaran.

Realisasi alokasi anggaran lebih kecil dari APBD yang ditetapkan.
Tidak tersedianya rekanan yang sesuai dengan kebutuhan.
Kenaikan indek harga satuan barang.

Adanya kejadian luar biaya (misal, bencana banjir, gempa bumi dsb).
Kombinasi diantara a, b, ¢, dan d atau faktor lainnya.

mPo0oT

Faktor-faktor tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebutuhan
program dan kegiatan pada rencana kerja untuk tahun yang direncanakan.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD dan kinerja
pelayanan SKPD Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian prioritas dan target program Renstra SKPD dilakukan melalui langkah-langkah
sebagai berikut:

1. Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program.

2. Evaluasi pencapaian prioritas program dan target kinerja program berdasarkan hasil
evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauhmana
pencapaian Kinerja terhadap target kinerja Renstra SKPD.

3. Rumuskan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian
kinerja program Renstra SKPD dan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

4. Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian
kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun berjalan, misalnya program apa yang perlu
dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari
pelaksanaannya.

5. Sajikan dalam bentuk matrik analisis, sebagaimana tabel berikut:
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Tabel.T-VI.C.5
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD s/d Tahun ....... (tahun berjalan)
Provinsi *) ....ccccvvveeenee.
Nama SKPD : ... Lembar....dari .....
Perkiraan realisasi
. Realisasi target Target dan realisasi kinerja Target capaian target
ngikat I:arge_t cspalfn kinerja hasil program dan keluaran kegiatan | program / program/kegiatan Renstra
Urusan/Bidang Urusan Kine?'al Paroorram |nerJSaKPeDns ra program dan SKPD tahun ....... kegiatan SKPD s/d dengan tahun
Kode Pemerintahan Daerah Dan (outcorrj1e)/ Kg atan Tahun keluaran (tahun lalu /n-2) Renja SKPD | e Catatan
Program/Kegiatan g e kegiatan s/d tahun (tahun berjalan/n-1)
(output) (akhir periode ; -
Renstra SKPD) tahun ...... . berjalan L Tingkat
(tahun n-3) Target | Realisasi Tingkat (tahun n-1) realisasi capaian
Realisasi (%) capaian %)
0
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 12
1 WAJIB
1|01 Pendidikan
PROGRAM PENDIDIKAN Partisipasi Anak o o o o 99% o o o
1101 MENENGAH Bersekolah (PAB) 60% 44% 48 % 47,6% 52% 52% 02%
Kegiatan Pembangunan gedung |Jumlah sekolah yang 5 5
101 sekolah SMA/MA. terbangun 25 5 5 4 80% 6 15 60%
Pembangunan laboratorium dan Jumlah laboratorium dan
1101 un ruang praktikum 50 8 12 10 83% 10 28 56%
ruang praktikum sekolah
terbangun
. . Jumlah bangunan
1|01 Pemeliharaan rutin/berkala sekolah dirawat tiap 225 200 205 205 100% 210 209 99%
bangunan sekolah
tahun.
Dst. .....c.....
1lo1 PROGRAM PENDIDIKAN LUAR
BIASA
Pembangunan Gedung sekolah
Dst.....c.c...
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Tabel.T-VI.C.6

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten/Kota *) ..................

Nama SKPD : ....ooocvevreerreeeieeeiene Lembar....dari .....
) Realisasi Target dan realisasi kinerja Target Perkiraan realisasi capalan
i target capaian ineri rogram dan keluaran kegiatan target programy/kegiatan
Indikator kinerja Renstra target kinerja p program / Renstra SKPD s/d dengan
Urusan/bidang urusan Kinerja Program SKPD hasil program SKPD tahun ....... kegiatan tahun ...
Kode pemerintahan daerah dan (outcome)/ Tahun dan keluaran (tahun lalu /n-2) Renja SKPD (tahun berjalan/n-1) Catatan
program/kegiatan Kegiatan Lo kegiatan s/d - tahun
(akhir periode Tingkat ) . .
(output) Renstra SKPD tahun ...... - > berjalan - . |Tingkat capaian
enstra ) (tahun n-3) Target | Realisasi | Realisasi (tahun n-1) realisasi capaian %)
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
1 WAJIB
1|01 Pendidikan
Program Wajib Belajar Pendidikan |Angka Partisipasi o o o o 92,31% o o o
1(01({01 Dasar Sembilan Tahun Murni (APM) 95% 45 % 65 % 60 % 80% 75% 75%
1 lo1lo1lo1 Kegiatan Pembangunan gedung [Jumlah sekolah 250 120 50 40 80% 40 200 0%
sekolah. yang terbangun
Kegiatan pembangunan rumah é?lgfiéug::h
1 101|01|02|dinas kepala sekolah, guru, sekolah pan 250 100 50 50 100% 50 180 72%
penjaga sekolah yang
terbangun
1 |01|01|03|Penambahan ruang kelas sekolah f(‘;f;':‘re:;zzgun 400 180 60 48 80% 60 288 72%
1 [01|01|04|Dst...cceureereencne
1101
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Cara Pengisian Tabel.T-VI.C.5 dan Tabel.T-VI.C.6:

Tabel ini diisi oleh tim penyusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dan/atau hasil
evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dan realisasi Renstra SKPD, dan/atau dari laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Kolom (1) diisi dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/

Kegiatan.

—>» Kode Urusan Pemerintahan Daerah

—» Kode Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
—» Kode Program

—» Kode Kegiatan

Kolom (2) diisi sebagai berikut:

uraian nama urusan pemerintahan daerah, uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, uraian judul program yang
direncanakan dan uraian judul kegiatan yang direncanakan.

Kolom (3) diisi sebagai berikut:

a.

b.

Jenis indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output) sesuai dengan yang
tercantum di dalam Renstra SKPD.

Indikator Kinerja Program (outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil
seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar
keluaran. Walaupun output telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu outcome
kegiatan tersebut telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil
lebih tinggi yang mungin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator
outcome, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk
output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan
yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu kolom ini digunakan untuk mengisi
uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode Renstra SKPD yang
direncanakan sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD atau yang telah disesuaikan
berdasarkan hasil evaluasi.

Indikator Kinerja Kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung
dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator atau tolok
ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan.
Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang
telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk
menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran yang
terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan
sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu kolom ini digunakan untuk mengisi uraian
indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra SKPD berkenaan.
Contoh indikator kinerja program (outcomes) dan indikator kinerja kegiatan
(output/keluaran) sebagai berikut :

Program : “Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun”

Indikator Kinerja Program: "Angka Partisipasi Murni (APM)”

Kegiatan 1: “Pembangunan gedung sekolah”.

Indikator Kinerja Kegiatan: "Jumlah sekolah yang terbangun*

Kegiatan 2: “pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah”
Indikator Kinerja Kegiatan: “Jumlah rumah dinas kepala sekolah yang terbangun”
Kegiatan 3: “Penambahan ruang kelas sekolah”

Indikator Kinerja Kegiatan: “Jumlah ruang kelas terbangun”

Kolom (4) diisi sebagai berikut:

a.

b.

Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap program
sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra SKPD pada akhir tahun Renstra SKPD.
Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap kegiatan
sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra SKPD pada akhir tahun Renstra SKPD.
Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang
direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian
hasil program yang direncanakan dalam Renstra SKPD.
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Angka tahun diisi dengan tahun terakhir periode Renstra SKPD.

Kolom (5) diisi sebagai berikut:

a.
b.

Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-3

Kolom ini dapat diisi pada penyusunan Renja SKPD tahun ke-4 atau tahun ke-5 dari
periode Renstra SKPD, untuk penyusunan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya tidak
diperlukan atau diisi angka nol (0).

Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja program yang telah dicapai
mulai dari tahun pertama Renstra SKPD sampai dengan tahun n-3.

Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja untuk setiap kegiatan yang
telah dicapai dari tahun pertama Renstra SKPD sampai dengan tahun n-3.

Contoh : Renstra SKPD tahun 2007-2011, maka ketika menyusun RKPD tahun 2011,
kolom (5) diisi dengan realisasi mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 (realisasi
APBD 2007 dan APBD 2008).

Kolom (6) diisi sebagai berikut :

a.

b.

Kolom ini berlaku untuk penyusunan Renja SKPD tahun ke-3 dan sesudahnya dari
periode Renstra SKPD.

Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap program
sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja SKPD tahun n-2.

Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap kegiatan
sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja SKPD tahun n-2.

Kolom (7) diisi sebagai berikut:

a.

b.

Kolom ini berlaku untuk penyusunan Renja SKPD tahun ke-3 dan sesudahnya dari
periode Renstra SKPD.

Pengisian kolom ini bersumber dari realisasi program dan kegiatan Renja SKPD tahun n-2
yang telah dilaksanakan melalui APBD tahun n-2.

Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran realiasi target kinerja untuk setiap
program yang telah dilaksanakan dalam APBD sesuai dengan yang direncanakan dalam
Renja SKPD n-2.

Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran realiasi target kinerja untuk setiap
kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja SKPD n-2.

Kolom (8) diisi sebagai berikut:

a.

b.

Kolom ini berlaku untuk penyusunan Renja tahun ke-3 dan sesudahnya dari periode
Renstra SKPD.

Untuk baris program diisi dengan perbandingan antara realisasi dengan target kinerja
untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD n-2 dalam bentuk
prosentase.

Untuk baris kegiatan diisi dengan perbandingan antara realisasi dengan target kinerja
untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD n-2 dalam bentuk
prosentase.

Kolom (8) = (kolom 7/kolom 6) x 100%

Kolom ini dapat digunakan untuk menganalisis kemampuan pengelolaan program dan
kegiatan dari setiap SKPD, sehingga menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan
untuk meningkatkan atau mengurangi target kinerja capaian untuk RKPD tahun
berikutnya.

Kolom (9) diisi sebagai berikut :

a.

b.

Pengisian kolom ini bersumber dari dokumen Renja SKPD tahun berjalan yang sudah
disepakati dalam APBD tahun berjalan (tahun n-1).

Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap program
sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja SKPD tahun n-1.

Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap kegiatan
sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja SKPD tahun n-1.

Kolom (10) diisi sebagai berikut:

a.

Untuk baris program diisi dengan perkiraan jumlah/besaran realiasi target kinerja untuk
setiap program dan kegiatan dalam Renstra SKPD yang sudah dailaksanakan sampai
dengan tahun n-2 dan akan dilaksanakan sampai dengan tahun n-1 (realisasi APBD
sampai dengan tahun n-2 dan rencana APBD tahun n-1).

Kolom (10) = kolom 5 + kolom 7 + kolom 9.
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c. Untuk ukuran kinerja yang bersifat kumulatif, maka diisi dengan kondisi capaian kinerja
pada tahun berjalan.

Kolom (11) diisi sebagai berikut:

a. Untuk baris program diisi dengan perbandingan antara realisasi dengan target kinerja
untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra SKPD sampai
dengan tahun berjalan (tahun n-1) dalam bentuk prosentase.

b. Untuk ukuran kinerja yang bersifat kumulatif, maka diisi dengan kondisi capaian kinerja
pada tahun berjalan.

c. Untuk baris kegiatan diisi dengan perbandingan antara capaian realisasi target sampai
dengan tahun n-1 dengan target akhir Renstra SKPD dalam bentuk prosentase.

d. Kolom (11) = (kolom 10/kolom 4) x 100%

Kolom (12) diisi sebagai berikut :

Cantumkan nama satuan kerja perangkat daerah yang akan bertanggungjawab dan
melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi
SKPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah j.o Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Angka tahun n ditulis dengan angka yang sesuai dengan tahun perencanaan, misalnya untuk
penyusunan Renja SKPD 2011, maka :

a. tahunn = tahun yang direncanakan, ditulis tahun 2011

b. tahunn-1 = tahun berjalan, ditulis tahun 2010

c. tahunn-2 tahun lalu, ditulis tahun 2009

d. tahunn-3 tiga tahun sebelum tahun rencana, yaitu ditulis tahun 2008

C.1.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan SKPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan SKPD,
serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra SKPD, maka dapat dirumuskan isu-isu
penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dimaksudkan untuk
menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD
tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra SKPD.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan
SKPD.

Khusus untuk SKPD provinsi, juga harus melihat sejauhmana sinergitas dan koordinasi
perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan antara SKPD provinsi dengan SKPD
kabupaten/kota serta dengan Kementerian dan Lembaga di tingkat pusat dalam
mencapai tujuan pembangunan.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi
SKPD.

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program
nasional dan internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals).

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di
tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

C.1.5. Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan teradap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan
hasil identifikasi kebutuhan program dan kegjiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah
mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai
oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif
yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan
kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran
program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan
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untuk SKPD yang bersangkutan.

Tahapan kegjiatan telahaan yang dilakukan, adalah:

1.

2.

Identifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal
RKPD;

Bandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan
berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;

Sajikan dalam bentuk matrik tabel, dengan menempatkan program/kegiatan yang sama
pada garis yang sama untuk memudahkan analisis;

Lakukan pengecekan apakah program/kegiatan yang merupakan kegiatan lanjutan
dan/atau prioritas SKPD sudah termuat dalam rancangan awal RKPD. Jika belum
termuat, maka perlu dibuatkan catatan penting;

Identifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara
arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Untuk jenis program dan kegiatan yang sesuai, lakukan langkah berikut:

a. Pengecekan apakah indikator kinerjanya sesuai, jika tidak sesuai, tentukan indikator
yang akan dipilih;

b. Teliti besaran tolok ukur atau target capaian program/kegiatan, bila terdapat
perbedaan, maka kaji kembali besaran tersebut dengan mempertimbangkan
ketersediaan pagu indikatif, target capaian renstra skpd, serta ketersediaan sumber
dana lainnya; dan

C. Berikan catatan penting sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan program
dan kegiatan yang akan direncanakan dalam Renja SKPD.

Untuk jenis program dan kegiatan yang tidak sesuai (berbeda), lakukan langkah berikut:

a. Untuk program dan kegiatan yang hanya terdapat di dalam rancangan awal RKPD,
maupun yang hanya terdapat dalam identifikasi kebutuhan hasil analisis, lakukan
pengecekan apakah masih layak untuk direncanakan, dengan mempertimbangkan
kebutuhan nyata, sasaran target Renstra SKPD, kebijakan nasional, pencapaian visi-
misi kepala daerah, dan ketersediaan pendanaan;

b. Teliti kembali kemudian tentukan indikator yang akan dipilih;

C. Teliti kembali kemudian tentukan besaran tolok ukur atau target capaian program dan
kegiatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu indikatif berdasarkan arahan
rancangan awal RKPD, target capaian Renstra SKPD, serta ketersediaan sumber dana
lainnya;

d. Berikan catatan penting sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan program
dan kegiatan yang akan direncanakan dalam Renja SKPD.

Rumuskan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap rancangan awal RKPD
yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran
dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan; dan

Identifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek
pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Tabel. T-VI.C.7
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun .........
Provinsi/Kabupaten/Kota *) ............

Nama SKPD : ......cccccueu. Lembar....... dari.........

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan

No

Program/ Indikator Target
Kegiatan kinerja capaian

Pagu . Kebutuhan
indikatif Program/ Indikator Target Dana

lokasi Penting
(Rp.000) (Rp.000)

lokasi

Kegiatan kinerja capaian
(3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12)
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- Isikan angka tahun rencana, nama provinsi/kabupaten/kota, nama SKPD, nomor lembar
dan jumlah lembar, pada tabel diatas

- Tempatkan jenis program/kegiatan yang sama antara rancangan awal RKPD dengan hasil
analisis kebutuhan pada baris yang sama.

Cara

Pengisian

Tabel.T-VI.C.7 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Provinsi/Kabupaten/Kota:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut sesuai urutan program dan kegiatan;

Kolom (2) diisi dengan nama program dan kegiatan untuk SKPD terkait yang direncanakan
untuk tahun rencana, sesuai arahan rancangan awal RKPD;

Kolom (3) diisi dengan lokasi kegiatan yang direncanakan dalam rancangan awal RKPD.

Kolom (4) diisi dengan indikator kinerja program/kegiatan yang direncanakan menurut
rancangan awal RKPD;

Kolom (5) diisi dengan target volume program/kegiatan yang direncanakan untuk tahun
rencana menurut rancangan awal RKPD;

Kolom (6) diisi dengan pagu indikatif yang direncanakan menurut program/kegiatan
menurut rancangan awal RKPD;

Kolom (7) diisi dengan nama program dan kegiatan untuk SKPD terkait yang dibutuhkan
berdasarkan hasil analisis kebutuhan;

Kolom (8) diisi dengan lokasi kegiatan yang direncanakan berdasarkan hasil analisis
kebutuhan;

Kolom (9) diisi dengan indikator kinerja program/kegiatan yang direncanakan menurut
hasil analisis kebutuhan;

Kolom (10) diisi dengan target volume program/kegiatan yang direncanakan menurut
analisis kebutuhan;

Kolom (11) diisi dengan besaran dana yang dibutuhkan untuk program/kegiatan menurut
hasil analisis kebutuhan; dan

Kolom (12) diisi dengan catatan penting yang hasil kajian antara arahan Rancangan Awal
RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Tabel.T-VI.C.8
Rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun ..........
hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD
Provinsi/Kabupaten/Kota *) .............
Nama SKPD : ................ lembar ...... dari ..
No Program/Kegiatan Lokasi Irll?ri:;arj(;r c;?)ra%ztn Ke%gtr:j: o Sgr;nb:r Catatan
(Rp.000)
@ ) €) ) (5) ®) ) ®
Catatan:

Isikan angka tahun rencana, nama provinsi/kabupaten/kota, nama SKPD, nomor lembar dan jumlah lembar, pada

tabel diatas.

Cara Pengisian Tabel.T-VI.C.8:

Kolom (1)
Kolom (2)

Kolom (3)
Kolom (4)
Kolom (5)

Kolom (6)

diisi dengan nomor urut sesuai urutan program dan kegiatan;

diisi dengan nama program dan kegiatan yang direncanakan
review/telaahan rancangan awal RKPD;

diisi dengan lokasi kegiatan berdasarkan hasir review/telaahan rancangan awal
RKPD;

diisi dengan indikator kinerja program/kegiatan yang direncanakan hasil
review/telaahan rancangan awal RKPD;

diisi dengan target volume program/kegiatan yang direncanakan untuk tahun
rencana hasil review rancangan awal RKPD;

diisi dengan besaran dana yang dibutuhkan untuk program/kegiatan menurut
hasil review/telaahan rancangan awal RKPD;

hasil




-29-

Kolom (7) diisi dengan identifikasi sumber dana yang diusulkan untuk program dan

kegiatan yang bersumber dari APBD menurut objek pendapatan daerah dan
penerimaan pembiayaan daerah; dan

Kolom (8) diisi dengan catatan penting atas program/kegiatan yang diusulkan (lanjutan,

penanggulangan bencana, penanggulangan kemiskinan, rancangan awal RKPD,
prioritas hasil analis kebutuhan, dsb).

C.1.6. Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan
tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

1.

Langkah-langkah perumusan tujuan adalah sebagai berikut:

a.
b.

Identifikasi pernyataan tujuan dalam Renstra SKPD;

Bandingkan rumusan tujuan tersebut dengan hasil evaluasi kinerja pelayanan SKPD,
apakah masih sesuai dengan kondisi nyata dan realita kebutuhan;

Identifikasi kebijakan nasional dan terkait tugas dan pokok SKPD, misalnya dalam
rangka pencapaian SPM dan MDGs (Millenium Development Goals);

. Untuk SKPD kabupaten/kota perlu mengidentifikasi kebijakan provinsi; dan

Rumuskan pernyataan tujuan dengan mempertimbangkan langkah-langkah
sebelumnya.

Perumusan Sasaran, melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a.

d.

Rumuskan sasaran-sasaran yang hendak dicapai berdasarkan rumusan tujuan
sebelumnya.

. Untuk pernyataan tujuan yang masih sesuai dengan tujuan di dalam Renstra SKPD,

cuplik rumusan sasaran di dalam Renstra SKPD tersebut dan/atau sasaran target
pelayanan kinerja menurut hasil perumusan kebutuhan program dan kegiatan.

Untuk rumusan tujuan yang baru (tidak sama dengan Renstra SKPD), jabarkan secara
tersendiri apa yang menjadi sasaran dari rumusan tujuan tersebut.

Rumusan sasaran tersebut, sajikan dalam bentuk pernyataan.

Langkah perumusan tujuan dapat digambarkan sebagai berikut:

Untuk SKPD provinsi:

Gambar.G-VI.C.2
PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD PROVINSI

Kebijakan
Nasional

A 4

Rumusan Tujuan Rumusan Rumusan
dalam Renstra » Tujuan Renja Sasaran Renja
SKPD SKPD SKPD

A 4

A

Hasil Evaluasi
Kinerja Pelayanan
SKPD

A 4

A 4
Rumusan
Sasaran Renstra

SKPD
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Untuk SKPD kabupaten/kota:
Gambar.G-VI.C.3
PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD KABUPATEN/KOTA

N Kebijakan
»1  Nasional dan
Provinsi
Rumusan Rumusan Rumusan
Tujuan dalam »  Tujuan »  Sasaran
Renstra SKPD Renja SKPD Renja SKPD
A
_ Hasil Evaluasi
> Kinerja
Pelayanan SKPD
Rumusan
Sasaran

Renstra SKPD

C.1.7. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring
aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan
sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan
tugas dan fungsi SKPD.

Khusus untuk provinsi, kajian usulan program dan kegiatan untuk SKPD provinsi berbeda
dengan tingkat kabupaten/kota, mengingat pemangku kepentingan provinsi mencakup skala
yang lebih besar dan ruang yang lebih luas, termasuk pemerintahan kabupaten/kota
merupakan pemangku kepentingan yang sangat strategis.

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku
kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi,
LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung
ditujukan kepada SKPD provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD
provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota
(bila sudah dilakukan).

Langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:
Untuk provinsi:

1. Inventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari para pemangku kepentingan;

2. Seleksi apakah usulan-usulan tersebut sesuai dengan kewenangan provinsi, serta tugas
dan fungsi SKPD provinsi yang bersangkutan;

3. Sesuaikan dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku;

Teliti kelengkapan informasi dari usulan, bila belum lengkap terutama mengenai jenis
kegiatan, indikator kinerja, lokasi, besaran volume kegiatan dan skala pelayanan;

5. Bila belum lengkap lakukan konfirmasi (kalau memungkinkan), atau beri catatan untuk
dikonfirmasikan dengan hasil analisis kebutuhan oleh SKPD;

6. Periksa apakah usulan program/kegiatan tersebut sesuai dengan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD provinsi; dan

7. Buat rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD provinsi;

Untuk kabupaten/kota:

1. Inventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat;
2. Sesuaikan dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku;
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3. Teliti kelengkapan informasi dari usulan, bila belum lengkap terutama mengenai jenis
kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan besaran volume kegiatan;

4. Bila belum lengkap lakukan konfirmasi (kalau memungkinkan), atau beri catatan untuk
dikonfirmasikan dengan hasil analisis kebutuhan oleh SKPD kabupaten/kota;

5. Periksa apakah usulan program/kegiatan tersebut sesuai dengan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota; dan

6. Buat rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota.

Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan
tugas dan fungsi SKPD, disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel.T-VI.C.9
Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat
Provinsi/Kabupaten/Kota ......... *)

Tahun ....... %)

Nama SKPD : .............
No Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja Bve;i;‘:g/ Catatan **¥*)
@) ) @3 (4) (5) (6)

Sumber : Hasil jaring aspirasi/usulan masyarakat.

Keterangan:
*) diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
%) tahun diisi dengan tahun rencana.

FRK) dalam catatan disebutkan sumber pengusul atas program/kegiatan tersebut dan catatan penting lainnya

C.1.8. Perumusan Kegiatan Prioritas

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun
yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan
kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas
dan fungsi SKPD dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi
kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program
dan kegiatan SKPD menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan
kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi bagi kabupaten/kota.

Langkah-langkah perumusan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:
1. Lihat rumusan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap rancangan awal
RKPD;

2. Teliti kembali kecocokan sumber pendanaan dari rumusan program dan kegiatan yang
direncanakan sesuai dengan telaahan arah kebijakan nasional dan kebijakan provinsi
bagi kabupaten/kota, bila masih ada kebutuhan program dan kegiatan yang tidak sesuai
dengan kewenangan masing-masing, maka perlu disesuaikan kembali;

3. Identifikasi kebutuhan program dan kegiatan untuk prakiraan maju pada tahun sesudah
tahun rencana;

4. Hitung kebutuhan dana atau pagu indikatif untuk prakiraan maju dengan
mempertimbangkan kemungkinan angka inflasi;

5. Identifikasi sumber-sumber dana untuk melaksanakan program/kegiatan, baik pada
tahun rencana maupun untuk prakiraan maju;

6. Berikan catatan penting untuk jenis program/kegiatan yang direncanakan untuk
kelengkapan informasi bagi penentu kebijakan anggaran.

Misal:
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program/kegiatan lanjutan;

program/kegiatan penanggulangan bencana;

program penanggulangan kemiskinan;

program/kegiatan sesuai arahan rancangan awal RKPD; dan
program/kegiatan prioritas hasil analis kebutuhan.

®Poo oo

7. Sesuaikan rumusan program dan kegiatan dalam format seperti pada Tabel.T-VI.C.10; dan

8. Lengkapi dengan peta lokasi program/kegiatan.
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Tabel.T-VI.C.10
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun ..........
dan Prakiraan Maju Tahun ..........
Provinsi/Kabupaten/Kota .............

Nama SKPD : ........c...... lembar ......dari ......

Rencana Tahun ............ (tahun rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun .........
Urusan/Bidang Urusan Indikator

Kode Pemerintahan Daerah dan Kinerja Program target capaian Kebutuhan Catatan Penting target capaian Kebutuhan D

Program/Kegiatan /Kegiatan Lokasi kinerja Dana/ pagu Sumber Dana kinerja ebutuhan Dana/
indikatif pagu indikatif
1) 2 (3) 4) (5) (6) () (8) 9) (10)
Catatan:

Isikan angka tahun rencana, nama provinsi/kabupaten/kota, nama SKPD, nomor lembar dan jumlah lembar, pada tabel diatas.
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Cara pengisian Tabel.T-VI.C.10:
Kolom (1)

Kolom (2)

Kolom (3)

Kolom (4)
Kolom (5)
Kolom (6)

Kolom (7)

diisi dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/
Kegiatan.

—» Kode Urusan Pemerintahan Daerah

—» Kode Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
— Kode Program

—> Kode Kegiatan

diisi dengan uraian nama urusan pemerintahan daerah, uraian nama bidang
urusan pemerintahan daerah; sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007, uraian judul program yang direncanakan dan uraian judul kegiatan
yang direncanakan.

diisi dengan jenis indikator kinerja program/kegiatan, sebagaimana tercantum
dalam Renstra SKPD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi.

Indikator Kinerja Program (outcome/hasil), adalah sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator
hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun output telah berhasil
dicapai dengan baik, belum tentu outcome kegiatan tersebut telah tercapai.
Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang
mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome,
organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk
output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan
kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu kolom ini
digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai
selama periode Renstra SKPD yang direncanakan sebagaimana tercantum
dalam Renstra SKPD, atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi.

Isi indikator kinerja kegiatan (output/keluaran), adalah sesuatu yang diharapkan
langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik.
Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang
dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat
menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.
Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan
apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan
terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan
instansi. Oleh karena itu kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator
keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra SKPD berkenaan,
maupun kegiatan baru yang strategis dan sesuai dengan kebutuhan terkini.

diisi dengan lokasi dari kegiatan untuk tahun rencana.
diisi dengan target kinerja capaian program/kegiatan pada tahun rencana.

diisi dengan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan
pada tahun rencana.

diisi dengan objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah yang
dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan program dan kegiatan, antara lain:

a. PAD, terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

b. Dana Perimbangan, terdiri dari: dana bagi hasil pajak/bagj hasil bukan pajak,
dana alokasi umum, dana alokasi khusus.

c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari: pendapatan hibah, dana
darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya,
dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau
pemerintah daerah lainnya.

d. Penerimaan pembiayaan, terdiri dari: sisa lebih perhitungan anggaran tahun
anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan
daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali
pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah.
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Catatan : objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah sesuai
dengan kewenangan provinsi/kabupaten/kota.

Kolom (8) diisi dengan catatan atas program/kegiatan yang diusulkan (program/ kegiatan
lanjutan, program/kegiatan mendesak, rancangan awal RKPD, prioritas hasil
analis kebutuhan, dsb).

Kolom (9) diisi dengan target kinerja terukur dari capaian program/kegiatan untuk
prakiraan maju pada tahun berikutnya sesudah tahun rencana

Kolom (10) diisi dengan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan
prakiraan maju.

C.1.9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD

Penyusunan dokumen rancangan Renja SKPD merupakan kegiatan penulisan dan penyajian
dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan
perumusan program/kegiatan dalam bentuk dokumen, (yaitu langkah C.1.1. sampai dengan
C.1.8).

Adapun sistematika/susunan penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD, sekurang-
kurangnya:
1. Pendahuluan;
2. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;
3. Tujuan, sasaran;
4. Program dan kegiatan memuat:
indikator kinerja;
kelompok sasaran;
lokasi kegiatan;
kebutuhan dana indikatif; dan
e. sumberdana
5. Penutup

oo oo

Untuk provinsi, dokumen rancangan Renja SKPD provinsi tersebut merupakan bahan
pembahasan untuk disinergikan dengan hasil musrenbang RKPD kabupaten yang terkait
dengan tugas dan fungsi SKPD, untuk dibahas dalam forum SKPD provinsi.

Sedangkan untuk kabupaten/kota, dokumen rancangan Renja SKPD kabupaten/kota
tersebut, merupakan bahan pembahasan untuk disinergikan dengan hasil musrenbang RKPD
kabupaten/kota di kecamatan yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD, untuk dibahas
dalam forum SKPD kabupaten/kota.

C.1.10.Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Menguraikan kebijakan nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang
dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal). Di samping itu juga
penelaahan mengenai pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD yang direncanakan.

Yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun
rencana yang terkait dengan pembangunan daerah provinsi, seperti reformasi birokrasi dan
tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan,
infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan
bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas, dan
inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

Tabel.T-VI.C.11
Identifikasi Kebijakan Nasional
Provinsi .............
Kebijakan Nasional Sumber Keterangan
(2) (3) (4)

CIENI N N P
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Sedangkan untuk kabupaten/kota, yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran
pembangunan nasional (seperti tersebut diatas) dan provinsi untuk tahun rencana, yang
terkait dengan pembangunan daerah kabupaten/kota.

Untuk penyusunan RKPD kabupaten/kota perlu melakukan telaahan atas kebijakan provinsi.
Tahap ini menguraikan kebijakan provinsi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di
wilayah provinsi. Kesemuanya itu tertuang dalam RPJMD provinsi maupun yang dirumuskan
dalam RKPD provinsi (rancangan awal) dan penelaahan pengaruhnya terhadap penyusunan
RKPD kabupaten/ kota yang direncanakan.

Tabel. T-VI.C.12
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
Kabupaten/kota ..........
No. Kebijakan Nasional / Provinsi Sumber Keterangan
(1) (2) (3) (4)

Nasional

w
o
=
o
=
>
@,

C.1.11. Penyempurnaan Rancangan Renja SKPD
C.1.11.1. Penyempurnaan rancangan Renja SKPD provinsi

Penyempurnaan rancangan ranja SKPD provinsi perlu dilakukan setelah mendapatkan
masukan dari usulan masyarakat melalui forum SKPD kabupaten/kota, atau musrenbang
RKPD kabupaten/kota.

Langkah yang dilakukan dalam penyempurnaan rancangan Renja SKPD adalah menyajikan
hasil penggabungan Daftar Kegiatan Prioritas dari SKPD kabupaten/kota, dan kegiatan yang
berada di bawah tanggungjawab SKPD terkait berdasarkan masukan yang diperoleh dari:

1. Kabupaten/kota, berupa berita acara hasil forum SKPD kabupaten/kota atau hasil
musrenbang RKPD kabupaten/kota yang memuat daftar prioritas program/kegiatan
pembangunan di wilayah kabupaten/kota terkait dengan tugas dan fungsi SKPD yang
bersangkutan.

2. DPRD provinsi, berupa hasil kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh
dari DPRD provinsi (sesuai Komisi sebagai mitra masing-masing SKPD) berdasarkan hasil
rapat-rapat dengan DPRD seperti rapat dengar pendapat dan/atau hasil penyerapan
aspirasi melalui reses sebagai bahan masukan.

Hal ini dilakukan sebelum musrenbang RKPD provinsi diselenggarakan.

Bentuk usulan masyarakat dari semua kabupaten/kota sesuai urusan SKPD provinsi yang
bersangkutan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel.T-VI.C.13
Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Kabupaten/Kota Tahun .......
Provinsi .........
Nama SKPD : .......
No Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja Besaran/ Pagu
volume

@ @ 3) 4 (5) 6)
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Hasil masukan dari masyarakat melalui musrenbang RKPD kabupaten/kota atau forum SKPD
kabupaten/kota tersebut diurutkan berdasarkan kriteria prioritas yang telah ditetapkan oleh
kepala SKPD provinsi, dengan menggunakan tabel kerja berikut.

Tabel.T-VI.C.14

Pemeringkatan Prioritas Program dan Kegiatan Usulan Masyarakat dari Hasil Musrenbang RKPD

Kabupaten/Kota dan/atau Forum SKPD Kabupaten/Kota

Kriteria
Kesesuaian .
Dukungan pada | Dukungan nilai Total Urutan
i dengan Mempercepat .
No Kegiatan Rancangan pencapaian pemenuhan hak | tambah lintas |\ .\ | Skor Prioritas
awal RKPD SPM dasar rakyat lintas | kabupaten/
Provinsi kabupaten/kota kota
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ©)

Cara Pengisian Tabel.T-VI.C.14 Pemeringkatan Prioritas Program dan Kegiatan Usulan
Masyarakat dari Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota dan/atau Forum SKPD

Kabupaten/Kota:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut program dan kegiatan.

Kolom (2) diisi dengan kegijatan prioritas yang diusulkan.

Kolom (3) diisi dengan skor 1 jika kurang kurang sesuai dengan rancangan awal RKPD, skor
2 jika cukup sesuai dengan rancangan awal RKPD, skor 3 jika sangat sesuai
dengan rancangan awal RKPD. Kesesuaian dengan rancangan awal RKPD dinilai
dari kesesuaian dengan rancangan kegiatan SKPD.

Kolom (4) diisi dengan skor angka 1 jika kurang berkontribusi, skor angka 2 jika cukup
berkontribusi, skor angka 3 jika sangat berkontribusi.

Kolom (5) diisi dengan skor angka 3 jika sangat sesuai, skor angka 2 jika cukup sesuai, skor
angka 1 jika sama sekali tidak sesuai.

Kolom (6) diisi dengan skor angka 3 jika sangat mendukung peningkatan nilai tambah, skor
angka 2 jika cukup mendukung peningkatan nilai tambah, angka 1 jika kurang
mendukung peningkatan nilai tambah.

Peningkatan nilai tambah dinilai dari penerima sasaran dan outcome yang
direncanakan apakah meningkatkan kemampuan memperoleh pendapatan,
meningkatkan kualitas hidup, dan sejenisnya.

Kolom (7) diisi dengan kriteria lain yang disepakati forum.

Kolom (8) diisi dengan dengan total skor.

Semakin tinggi skor yang diperoleh suatu kegiatan pelayanan, semakin tinggi
prioritas kegiatan tersebut untuk ditangani di tahun rencana.

Kolom (9) diisi dengan nomor urut prioritas kegiatan tersebut.

Catatan: Kriteria dapat disusun sesuai dengan kondisi daerah.

Setelah diperoleh urutan prioritas hasil prioritas masukan masyarakat, dilakukan verifikasi
keselarasan dengan rancangan Renja SKPD provinsi berdasarkan rancangan awal RKPD
provinsi, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memeriksa apakah semua usulan program dan kegiatan masyarakat dari hasil
musrenbang RKPD kabupaten/kota sudah tercantum pada rancangan kegiatan prioritas
SKPD provinsi yang ada di rancangan awal RKPD provinsi;

2. Apabila kegiatan prioritas SKPD usulan hasil musrenbang RKPD kabupaten/kota sudah
tercakup dalam rancangan kegiatan SKPD provinsi di rancangan awal RKPD provinsi,
maka diserasikan lokasi dan target volume kegiatan, dengan mempertimbangkan
ketersediaan pagu indikatif;

3. Apabila kegiatan prioritas SKPD provinsi usulan hasil musrenbang RKPD kabupaten/kota
belum tercakup, maka ditambahkan pada daftar rencana kegiatan SKPD provinsi yang ada
di rancangan awal RKPD provinsi;
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4. Dalam hal terdapat kegiatan prioritas SKPD provinsi yang diusulkan tidak dapat dilakukan
hanya oleh satu SKPD provinsi, maka kegiatan tersebut dikelompokkan sebagai kegiatan
lintas SKPD provinsi;

5. Apabila usulan kegiatan prioritas tersebut merupakan permasalahan yang bukan
kewenangan kabupaten/kota, atau lintas wilayah kabupaten/kota, dikelompokkan
sebagai usulan kegiatan yang akan dibawa ke forum SKPD provinsi; dan

6. Hasil dari langkah nomor 1 sampai dengan nomor 4 merupakan program dan kegiatan
prioritas SKPD provinsi yang akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan Renja SKPD
kabupaten/kota.

Setelah diperoleh kesepakatan, dilakukan penggabungan dengan rancangan Renja SKPD
provinsi yang telah disusun oleh tim penyusun Renja SKPD provinsi, yang selanjutnya disajikan
dalam tabel berikut:

Tabel.T-VI.C.15
Penggabungan Prioritas Kabupaten/kota dengan
Rancangan Renja SKPD ....... Provinsi .............
Nama SKPD : ............... Lembar....... dafi.........
Rancangan Renja Hasil Prioritas Kabupaten/kota

. S . Kebutuhan Catatan

No Program/ lokasi In(_jlkaftor Target Pagu indikatif Prog_ram/ lokasi In(_jlkaftor Targ_et Dana Penting
Kegiatan kinerja capaian (Rp.000) Kegiatan kinerja capaian (Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Catatan:

= |sikan angka tahun rencana, nama provinsi, nama SKPD, nomor lembar dan jumlah
lembar, pada tabel diatas.

= Tempatkan jenis program/kegiatan yang sama antara rancangan Renja SKPD provinsi
dengan hasil prioritas masukan kabupaten/kota pada baris yang sama.

= Beri penjelasan untuk rumusan program dan kegiatan masukan masyarakat yang tidak
sesuai dengan rancangan Renja SKPD provinsi, baik jenis program/kegiatan, pagu
indikatif, maupun kombinasi keduanya.

C.1.11.2. Penyempurnaan rancangan ranja SKPD Kabupaten/kota

Penyempurnaan rancangan Renja SKPD kabupaten/kota perlu dilakukan setelah
mendapatkan masukan dari usulan masyarakat melalui musrenbang desa/kelurahan dan
musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan. Langkah yang dilakukan dalam
penyempurnaan rancangan Renja SKPD adalah menyajikan hasil penggabungan daftar
kegiatan prioritas dari semua kecamatan, berdasar program dan kegiatan yang berada di
bawah tanggungjawab SKPD yang bersangkutan, berdasarkan bahan masukan yang diperoleh
dari:

1. Kecamatan, berupa berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten/kota di
kecamatan yang memuat daftar prioritas program/kegiatan pembangunan di wilayah
kecamatan terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

2. DPRD kabupaten/kota, berupa hasil kajian permasalahan pembangunan daerah yang
diperoleh dari DPRD kabupaten/kota (sesuai komisi DPRD sebagai mitra masing-masing
SKPD) berdasarkan hasil rapat-rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat
dan/atau hasil penyerapan aspirasi melalui reses sebagai bahan masukan.

Hal ini dilakukan sebelum musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan diselenggarakan.

Bentuk usulan masyarakat dari semua kecamatan di kabupaten/kota sesuai urusan SKPD
yang bersangkutan disajikan dalam tabel berikut:
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Tabel.T-VI.C.16
Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Tahun .......
Kabupaten/Kota .........
Nama SKPD : .......
No Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja Besaran/ Pagu
volume

2) (3) “4) (5) (6)

Hasil masukan dari masyarakat melalui musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan
diurutkan berdasar kriteria prioritas yang telah ditetapkan oleh kepala SKPD kabupaten/kota,
dengan menggunakan tabel kerja berikut.

Tabel.T-VI.C.17
Pemeringkatan Prioritas Program dan Kegiatan Usulam Masyarakat
dari Hasil Musrenbang Kecamatan

Kabupaten/Kota ...... *)
Kriteria
Kesesuaian
dengan Dukungan pada . Total Urutan
No Kegiatan Rancangan Memperce_:pat pemenuhan hak Dukungar_w nilai - -
pencapaian . tambabh lintas | Lain-lain Skor Prioritas
awal RKPD S dasar rakyat lintas
PM Kecamatan
kabupaten/ Kecamatan
kota
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ©)

*) Isi dengan nama kabupaten/kota.

Cara Pengisian Tabel.T-VI.C.17:

Kolom (1)
Kolom (2)
Kolom (3)

Kolom (4)

Kolom (5)

Kolom (6)

Kolom (7)
Kolom (8)

diisi dengan nomor urut program dan kegjatan.
diisi dengan kegiatan prioritas yang diusulkan.

diisi dengan skor angka 1 jika kurang kurang sesuai dengan rancangan awal
RKPD, skor angka 2 jika cukup sesuai dengan rancangan awal RKPD, skor angka
3 jika sangat sesuai dengan rancangan awal RKPD. Kesesuaian dengan
rancangan awal RKPD dinilai dari kesesuaian dengan rancangan kegiatan SKPD.

diisi dengan skor angka 1 jika kurang berkontribusi, skor angka 2 jika cukup
berkontribusi, skor angka 3 jika sangat berkontribusi.

diisi dengan skor angka 3 jika sangat sesuai, skor angka 2 jika cukup sesuai, skor
angka 1 jika sama sekali tidak sesuai.

diisi dengan skor angka 3 jika sangat mendukung peningkatan nilai tambah, skor
angka 2 jika cukup mendukung peningkatan nilai tambah, angka 1 jika kurang
mendukung peningkatan nilai tambah.

Peningkatan nilai tambah dinilai dari penerima sasaran dan outcome yang
direncanakan apakah meningkatkan kemampuan memperoleh pendapatan,
meningkatkan kualitas hidup, dan sejenisnya.

diisi dengan kriteria lain yang disepakati forum.

diisi dengan dengan total skor.
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Semakin tinggi skor yang diperoleh suatu kegiatan pelayanan, semakin tinggi
prioritas kegiatan tersebut untuk ditangani di tahun rencana.

Kolom (9) diisi dengan nomor urut prioritas kegiatan tersebut.

Catatan: Kriteria dapat disusun sesuai dengan kondisi daerah.

Setelah diperoleh urutan prioritas hasil prioritas masukan masyarakat, dilakukan verifikasi
keselarasan dengan rancangan Renja SKPD kabupaten/kota berdasarkan rancangan awal
RKPD kabupaten/kota, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memeriksa apakah semua usulan program dan kegiatan masyarakat dari hasil
musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan terkait sudah tercantum pada
rancangan kegiatan prioritas SKPD kabupaten/kota yang ada di rancangan awal RKPD
kabupaten/kota;

2. Apabila kegiatan prioritas sudah tercakup dalam rancangan kegiatan SKPD

kabupaten/kota di rancangan awal RKPD kabupaten/kota, maka diserasikan lokasi dan
target volume kegiatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu indikatif;

Apabila kegiatan prioritas belum tercakup, maka ditambahkan pada daftar rencana
kegiatan SKPD kabupaten/kota yang ada di rancangan awal RKPD kabupaten/kota;

Dalam hal terdapat kegiatan prioritas SKPD kabupaten/kota yang diusulkan tidak dapat
dilakukan hanya oleh satu SKPD kabupaten/kota, maka kegiatan tersebut dikelompokkan
sebagai kegiatan lintas SKPD kabupaten/kota;

Apabila usulan kecamatan itu pada huruf d) merupakan permasalahan yang bukan
kewenangan kabupaten/kota, atau lintas wilayah kabupaten/kota, dikelompokkan sebagai
usulan kegiatan yang akan dibawa ke Forum SKPD Provinsi; dan

Hasil dari langkah huruf a) sampai dengan huruf d) merupakan program dan kegjiatan
prioritas SKPD kabupaten/kota yang akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan
Renja SKPD kabupaten/kota.

Setelah diperoleh kesepakatan, dilakukan penggabungan dengan rancangan Renja SKPD
kabupaten/kota yang telah disusun oleh tim penyusun Renja SKPD yang selanjutnya disajikan
dalam tabel berikut:

TABEL. T-VI.C.1
Penggabungan Prioritas Masukan Masyarakat dengan Rancangan Renja SKPD
Kabupaten/kota ............. *
Nama SKPD : ................ Lembar.......dari.........
Rancangan Renja Hasil Prioritas Masukan Masyarakat

) Pagu ) Kebutuhan Catatan

No ':("’g.ratm/ lokasi 'T(‘.j'kaFor Target indikatif ':(mg.ratm/ lokasi 'T(‘.j'ka.tor Target Dana Penting
egiatan nerja capalan (Rp.OOO) egiatan Inerja capalan (Rp.OOO)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7 (8) 9) (10) (12) (12)
Catatan:

= |sikan angka tahun rencana, nama kabupaten/kota, nama SKPD, nomor lembar dan
jumlah lembar, pada tabel diatas.
=  Tempatkan

C.1.12.Pembahasan Forum SKPD

jenis program/kegiatan yang sama antara

rancangan Renja SKPD
kabupaten/kota dengan hasil prioritas masukan masyarakat pada baris yang sama.
= Beri penjelasan untuk rumusan program dan kegiatan masukan masyarakat yang tidak
sesuai dengan rancangan Renja SKPD kabupaten/kota, baik jenis program/kegiatan, pagu
indikatif, maupun kombinasi keduanya.
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Kegiatan pembahasan forum SKPD provinsi bertujuan untuk menyelaraskan rumusan
rancangan Renja SKPD Provinsi, berdasarkan hasil kerja tim penyusun dengan kesepakatan
hasil musrenbang RKPD Kabupaten/kota.

Sedangkan pembahasan forum SKPD kabupaten/kota bertujuan untuk menyelaraskan
rumusan rancangan Renja SKPD kabupaten/kota berdasarkan hasil kerja tim penyusun
dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembahasan forum SKPD diuraikan pada
bagian D. Pelaksanaan Forum SKPD.

C.1.13.Penyesuaian Dokumen Rancangan Renja SKPD Berdasarkan Hasil Forum SKPD

Dokumen rancangan Renja SKPD yang telah didiskusikan, perlu dilakukan penyesuaian
kembali berdasarkan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum
SKPD.

Dokumen rancangan Renja SKPD yang telah disesuaikan, selanjutnya dikirimkan oleh kepala
SKPD kepada kepala Bappeda.

Tembusan rancangan Renja SKPD provinsi disampaikan kepada kementerian/lembaga terkait,
khususnya daftar program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk ditangani dan/atau
didanai APBN.

Sedangkan tembusan rancangan Renja SKPD kabupaten/kota, disampaikan kepada SKPD
provinsi dan kementerian/lembaga terkait, khususnya daftar program dan kegiatan prioritas
yang diusulkan untuk ditangani dan/atau dibiayai provinsi dan/atau pemerintah pusat melalui
dana APBN dan/atau APBD provinsi.

C.2.Tahap Penyajian Rancangan Renja SKPD

Penyajian rancangan Renja SKPD sekurang-kurangnya dapat disusun menurut sistimatika
sebagai berikut:

BAB|. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD
agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD,
keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan
Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan
ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman
yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi
dokumen.

BABIl.  EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu
(tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun
berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya
dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan
kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
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Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra
SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD
yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1.

2.

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan;

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan;

Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan;

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja
program/kegiatan;

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi
faktor-faktor penyebab tersebut.

Bahan penulisan yang perlu disajikan dalam BAB Il ini, mengacu hasil kerja di bagian C.1.3.
(review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra
SKPD).

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel.T-VI.C.5 yang disesuaikan dengan SKPD masing-
masing, dengan format tabel sebagai berikut:
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(nomor tabel sesuai dengan kebutuhan)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun .... (tahun berjalan)*
Provinsi/Kabupaten/Kota

Nama SKPD : ....cccccvviiieencen, Lembar : ........
Target dan Realls.?:m'nnfgli F(’rr]c_)2g)ram dan Kegiatan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD
Realisasi Target s/d tahun berjalan
. Indikator Target Kinerja Kinerja Hasil Target program
Kode PeUr::'?n:g igj:ggagr:\ﬁ?)nan Kinerja Program Capaian Program Program dan dan kegiatan o . . .
Program/ Kegiatan (outcomes)/ (Renstra SKPD) | Keluaran Kegiatan | Target Renja | Realisasi Renja | | (Renjaskpp | Realisasi Capaian Program |  Tingkat Capaian
Kegiatan (output) Tahun ... s/d dengan tahun SKPD tahun SKPD Tingkat Realisasi tahun n-1) dan Kegatgn s/d tahun Realisasi Target
(n-3) n-2) tahun (n-2) (%) berjalan Renstra
(tahun n-1) (%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 Urusan .......
1 01 Bidang Urusan ......
1 01 01 Program ........
1 01 01 01 [Kegiatan........
1 01 01 02 |Kegiatan........
1 01 01 03 |Dst....
1 01 02 Program ...
1 01 02 01 [|Kegiatan........
1 01 02 02 |Kegiatan........
1 01 02 03 |Dst..........
1 01 03 Program ........
1 01 03 01 [|Kegiatan........
1 01 03 02 |Kegiatan........
1 01 03 03 |Dst..........
............ , 20.
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang
sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta
ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika SKPD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan
diuji, maka setiap SKPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara
menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas
pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan SKPD yang bersangkutan. Selanjutnya
hasil analisisnya disajikan pada bagian ini (lihat kertas kerja di bagian C.1.2. Tabel.T-VI.C.1).

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan
SKPD hasil kertas kerja di bagian C.1.2. (Analisis kinerja pelayanan SKPD), yang disesuaikan
menurut SKPD masing-masing, dengan format sebagai berikut:

Tabel ....... (nomor tabel sesuai dengan kebutuhan)
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD ............
Provinsi/Kabupaten/Kota .................

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
NO | Indikator |SPM/standari Catatan
nasional Tahun... | Tahun... | Tahun... | Tahun... | Tahun... | Tahun... | Tahun... | Tahun.. | Analisis
(thn n-2) (thn n-1) (tnn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (tnn n) (thn n+1)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan
SKPD;

Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara SKPD provinsi
dengan SKPD kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat
dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi
SKPD;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program
nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals);

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk
ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang
direncanakan.

Penjelasan lebih lanjut lihat pada bagian C.1.4 (isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan
fungsi SKPD).

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil
analisis kebutuhan;
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2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap
perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan
kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan
cocok namun besarannya berbeda; dan

4. Lampirkan tabel berikut, yaitu dari hasil pengerjaan di bagian C.1.5 (telaahan terhadap
rancangan awal RKPD) Tabel.T-VI.C.7.

Tabel ...... (nomor sesuaikan kebutuhan)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun .........
Provinsi/Kabupaten/kota ............. *
Nama SKPD : .....cccceeune Lembar....... dari......
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

. Pagu . Kebutuhan CataFan

No | JoBen | okas | Moveer | Tt | e | oSN | o | Moveler | T | pana | Penting
(Rp.000) (Rp.000)

(1) (2) @) (4) (5) (6) (7 8) 9) (10) (11) (12)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para
pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan
provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang
langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi
SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang
kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku
kepentingan tersebut diperoleh;

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi SKPD;

3. Sajikan tabel berikut yang diperoleh dari hasil pengerjaan pada bagian C.1.7 (penelahaah
usulan program dan kegiatan dari masyarakat), yaitu Tabel.T-VI.C.9 sebagai berikut:

Tabel .......... (nomor sesuaikan kebutuhan)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun .......
Provinsi/Kabupaten/Kota .........

Nama SKPD : .......
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja B\?;?Jrrig/ Catatan
(1) 2) 3) (4) (5) (6)

BAB Ill.  TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang
menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan
tugas pokok dan fungsi SKPD.
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Deskripsi untuk mengisi sub-bab ini mengacu pada kertas kerja bagian C.1.10 (telaahan
terhadap kebijakan nasional).

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan
tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

Deskripsi untuk mengisi sub-bab ini, mengacu pada kertas kerja bagian C.1.6 (perumusan
tujuan dan sasaran Renja SKPD).

3.3 Program dan Kegiatan
Berisikan penjelasan mengenai:
a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misal:

Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
Pencapaian MDGs,

Pengentasan kemiskinan,

Pencapaian SPM,

Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
Pengembangan daerah terisolir,

Dsb.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

A

= Jumlah program dan jumlah kegiatan.

= Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai
kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat
tertentu).

= Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal
RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan pada bagian C.1.8
(perumusan program dan kegiatan) Tabel.T-VI.C.10, yaitu sebagai berikut:
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(nomor sesuaikan kebutuhan)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun ..........
dan Prakiraan Maju Tahun

Provinsi/Kabupaten/Kota

Nama SKPD : ........c...... lembar ...... dari .......
Rencana Tahun ............ (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun .........
Urusan/Bidang Urusan Indikator
Kode Pemerintahan Daerah dan Kinerja Program Target Capaian Kebutuhan Catatan Penting Target Capaian
Program/Kegiatan /Kegiatan Lokasi Kinerja Dana/Pagu Sumber Dana Kinerja Kebutuhan Dana/
M Pagu Indikatif
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Catatan:

Isikan angka tahun rencana, nama provinsi, nama SKPD, nomor lembar dan jumlah lembar, pada tabel diatas
Pengisian tabel berdasarkan hasil hitungan pada kertas kerja di bagian C.1.8 (Tabel.T-VI.C.10.)
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BAB IV.  PENUTUP
Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya
maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan
nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

D. PELAKSANAAN FORUM SKPD

Forum SKPD merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat, dan
dunia usaha (pemangku kepentingan), untuk penyempurnaan rancangan kebijakan
penyusunan Renja SKPD. Hal ini menunjukan dalam pendekatan perencanaan menggunakan
sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan
desentralisasi. Dalam proses penyusunan Renja SKPD pelaksanaan forum konsultasi publik
dipisahkan antara kabupaten/kota dengan provinsi.

D.1. Pelaksanaan Forum SKPD Provinsi

Forum SKPD provinsi merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak
langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan SKPD sebagai
perwujudan dari pendekatan partisipastif perencanaan pembangunan daerah.

Forum SKPD provinsi membahas rancangan Renja SKPD provinsi dengan menggunakan
prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari musrenbang RKPD kabupaten/kota,
sebagai bahan untuk menyempurnakan rancangan Renja SKPD provinsi, yang difasilitasi oleh
SKPD provinsi terkait.

Tujuan Forum SKPD provinsi adalah:

1. Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD provinsi dengan usulan program dan
kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota;

2. Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan SKPD provinsi sesuai
dengan tugas dan fungsi SKPD;

3. Menyelaraskan program dan kegiatan antar SKPD provinsi dalam rangka optimalisasi
pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas
pembangunan daerah; dan

4. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif
untuk masing-masing SKPD provinsi.
Forum SKPD provinsi membahas rancangan Renja SKPD provinsi, dengan masukan dari

musrenbang kabupaten/kota atau forum SKPD kabupaten/kota, sebagai upaya
menyempurnakan rancangan Renja SKPD provinsi.

Rancangan Renja SKPD provinsi hasil forum SKPD provinsi, menjadi bahan pemutakhiran
rancangan RKPD provinsi untuk selanjutnya dibahas di dalam musrenbang RKPD provinsi.
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GAMBAR. G-VI.D.1
ALUR PROSES FORUM SKPD PROVINSI

Sinkronisasi
Kebijakan Nasional

Rancangan
Renja SKPD Provinsi
+ « Pendahuluan,
* evaluasi pelaksanaan
Renja SKPD Provinsi tahun lalu
Ra;cagg;n[Ren]a SKPD Provinsi dan pencapaian  renstra
* Pendahuluan, SKPD Provinsi
o evaluasi pelallsanaan Renja SKPD e Tujuan, savslar;n dan program
Provinsi tahun lalu _dal_'| pencapaian kegiatan,
. ‘rl'iTusgna :a’;z?asrgav:mn;:'ogram Penyempurnaan : Ln?ikatorkkinerja o
3 . elompok sasaran
kegiatan, > Ranca ngan Re nja- = menggpambarkan [}J’gncapaian
* Indikator Kinerja dan Ee[zmpok SKPD Provinsi renstra SKPD Provinsi
sasaran yg menggambarkan dana indikatif beserta
pencapaian renstra SKPD Provinsi : sumblernlya serta prakiraan
maju  berdasarkan pagu
A indikatif
* sumber dana yan
dibutuhkan untuk menjalankan
program dan kegiatan
* penutup
Pembahasan

Ren|'a SKPD Berita Acara Hasil
Kesepakatan Forum
pada Forum SKPD Provinsi
SKPD
Provinsi Rancangan Renja-SKPD Provinsi
Nota Dinas Pengantar Kepala
Penyempurnaan SKPD perihal penyampaian
Rancangan Renja-SKPD
Ragcean?ga n Provinsi kepada Bappeda

Berita Acara Hasil
Kesepakatan Forum
SKPD Kabupaten/
Kota

Pelaksanaan forum SKPD provinsi paling lama pada minggu terakhir bulan Maret dan
petunjuk teknis pelaksanaannya diatur dengan oleh gubernur.

Penyelenggaraan forum SKPD Provinsi dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi,
efisiensi dan efektifitas sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikan dapat diselenggarakan
oleh masing-masing SKPD atau dilaksanakan secara gabungan beberapa SKPD dibawah
koordinasi bappeda provinsi.

Unsur-unsur yang dilibatkan dalam Forum SKPD

a.

Peserta

Peserta forum SKPD provinsi antara lain terdiri dari unsur bappeda provinsi, SKPD
provinsi, Bappeda dan SKPD kabupaten/kota, dan unsur lain yang dianggap perlu sesuai
dengan kebutuhan.

Narasumber

Narasumber forum SKPD provinsi dapat berasal dari bappeda provinsi, SKPD provinsi,
DPRD provinsi dan/atau unsur lain sesuai dengan kebutuhan.

Narasumber berfungsi menyajikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan
perlu diketahui peserta forum SKPD provinsi, seperti kebijakan dan/atau peraturan
perundang-undangan serta penjelasan lainnya yang diperlukan terkait dengan materi
yang dibahas didalam kelompok diskusi untuk proses pengambilan keputusan hasil
forum SKPD.provinsi.

Fasilitator

Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan
kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan/diskusi dan proses pengambilan
keputusan dalam sidang kelompok. Fasilitator membantu kelancaran proses
pembahasan dan pengambilan keputusan untuk menyepakati setiap materi yang dibahas
dalam setiap sidang kelompok forum SKPD provinsi.
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Forum SKPD Provinsi dilaksanakan-dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1.
2.

Persiapan Forum SKPD.
Penyelenggaraan Forum SKPD.

D.1.1. Persiapan Forum SKPD

1.
2.

Penyiapan tim penyelenggara forum SKPD provinsi;

Penyiapan tata cara penyelenggaraan yang memuat antara lain jadwal, tempat, peserta,
agenda pembahasan forum SKPD dan pembagian kelompok dan tata tertib acara;

Meyiapkan bahan untuk pembahasan antara lain rancangan Renja SKPD provinsi,
inventarisasi kertas kerja proses penyusunan rancangan Renja SKPD sebagai sumber
data dan informasi bagi peserta forum apabila memerlukan klarifikasi atas rancangan
Renja SKPD provinsi yang akan dibahas;

Melaporkan rencana pelaksanaan forum SKPD provinsi, kepada gubernur cq. kepala
bappeda provinsi; dan

Mengundang narasumber, fasilitator, dan peserta forum SKPD provinsi, paling lama 7
(tujuh) hari sebelum acara diselenggarakan.

D.1.2. Penyelenggaraan Forum SKPD

Tahap penyelenggaraan antara lain dilakukan dengan agenda sebagai berikut:

1.
2.

Acara pembukaan secara resmi forum SKPD.
Pleno | pemaparan materi antara lain :

a. Kebijakan pemerintah/provinsi terkait pembangunan daerah yang perlu dipedomani
dan diperhatikan dalam menyusun Renja SKPD provinsi dan materi lain yang dianggap
perlu;

b. Pemaparan rancangan Renja SKPD provinsi; dan
c. Tanggapan dan masukan dari peserta.
Sidang kelompok antara lain:

Membahas program dan kegiatan SKPD Provinsi dalam rangka penajaman indikator,
sinkronisasi program dan kegiatan lintas SKPD provinsi yang ditugaskan kepada setiap
kelompok.

Sidang Pleno Il antara lain:

a. Pemaparan hasil-hasil sidang kelompok dihadapan seluruh peserta forum SKPD
provinsi, untuk memperoleh tanggapan dan diputuskan menjadi satu kesatuan
rangkuman hasil sidang kelompok forum SKPD provinsi.

b. Rangkuman keputusan hasil sidang kelompok dirumuskan ke dalam rancangan berita
acara kesepakatan hasil forum SKPD provinsi oleh tim perumus yang dipimpin oleh
kepala SKPD.

Penutupan Forum SKPD antara lain :

a. Pembacaan rancangan berita acara kesepakatan hasil forum SKPD provinsi;
b. Tanggapan dan masukan peserta forum SKPD provinsi; dan

c. Pengambilan keputusan kesepakatan hasil forum SKPD kabupaten/kota.

Rumusan kesepakatan hasil forum SKPD provinsi, disusun kedalam berita acara
kesepakatan hasil forum SKPD provinsi yang terdiri dari lampiran-lampiran sebagai
berikut:

a. Daftar hadir peserta forum SKPD provinsi.
b. Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD provinsi.
c. Daftar kegiatan lintas SKPD provinsi dan lintas wilayah

dengan contoh format sebagai berikut:
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a. Format Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum SKPD Provinsi

BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL FORUM SKPD...............
PROVINSI .......ccceenuee
Pada hari......... tanggal ...... sampai dengan hari......tanggal....... bulan ...... tahun ............ telah
diselenggarakan forum SKPD ........... provinsi .......... yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan

daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN | berita acara ini.
Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :
1. Pemaparan materi (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan)

2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum SKPD provinsi terhadap materi yang dipaparkan
oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil
keputusan kelompok diskusi, maka pada:

Hari dan Tanggal @ e e

Jam L eerrtrreeereesesererereeeeeeee e e e e e i e e e aee e a————————_
Tempat ettt eereeeeeeeeeereeeeesaeeeeeeeseaaaareeesesaaaseaeeeseannn
Forum SKPD .......c....... Provinsi............ Tahun ............
MENYEPAKATI
KESATU :  Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target
dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas
dari forum SKPD Kabupaten/kota;
KEDUA :  Menyepakati rancangan Renja SKPD ............. provinsi .. Tahun .... sebagaimana
tercantum dalam LAMPIRAN Il berita acara ini;
KETIGA :  Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan lintas SKPD dan lintas wilayah
sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN Il berita acara ini;
KEEMPAT : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN LlIl,1I), merupakan satu
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan forum
SKPD .... Provinsi .... ini; dan
KELIMA . Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan

rancangan RKPD provinsi Tahun ............

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Sidang
(Nama Jabatan)

Tanda tangan
( Nama)

Menyetujui,
Wakil Peserta Forum SKPD provinsi

NO Nama Unsur Perwakilan Alamat Tanda Tangan
1. DPRD
2. Unsur Bappeda
3. Unsur SKPD
4. Unsur Masyarakat
5. Dst....
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b. Format Daftar Hadir Peserta Forum SKPD Provinsi

LAMPIRAN | :  BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM SKPD PROVINSI
NOMOR :
TANGGAL :

Provinsi L e
Tanggal e ———
Tempat e
. Alamat & no
No Nama Lembaga/Instansi telp Tanda tangan
c. Format Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD
LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM SKPD PROVINSI
NOMOR :
TANGGAL

Tabel ...(nomor sesuaikan kebutuhan)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun ..........
Dan Prakiraan Maju Tahun..........
Provinsi............. *

Cantumkan tabel dengan format sebagaimana Tabel.T-VI.C.10 diatas.

d. Format Daftar Kegiatan Lintas SKPD dan Lintas Wilayah.

LAMPIRAN I :  BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM SKPD PROVINSI
NOMOR :
TANGGAL

Daftar Kegiatan Lintas SKPD dan Lintas Wilayah

SKPD............. Tahun......
No Kegiatan Lokasi Volume Alasan
(1) 2) 3 (4) (5)

Cara Pengisian Form sebagai berikut.

Kolom (1) diisi dengan nomor urut Kegiatan Prioritas pada Tahun Rencana;

Kolom (2) diisi dengan uraian nama/rumusan kegiatan prioritas dari provinsi;

Kolom (3) diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tsb;

Kolom (4) diisi dengan jumlah, dan satuan target sasaran kegiatan beserta satuannya contoh:10

km2, 100 orang, dsb; dan

Kolom (5) diisi dengan alasan yang menjadi pertimbangan keputusan forum sehingga kegiatan
tersebut belum dapat diakomodir pada tahun rencana.

7. Berita acara kesepakatan hasil forum SKPD provinsi, menjadi bahan penyempurnaan
rancangan Renja SKPD provinsi dan selanjutnya diserahkan ke Bappeda provinsi untuk
menjadi bahan penyusunan rancangan RKPD Provinsi.

8. Berita acara kesepakan hasil forum SKPD provinsi, ditandatangani oleh yang mewakili
setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri forum SKPD provinsi.
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D.2. Pelaksanaan Forum SKPD Kabupaten/kota

Forum SKPD kabupaten/kota merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak
langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan SKPD sebagai
perwujudan dari pendekatan partisipastif perencanaan pembangunan daerah.

Forum SKPD kabupaten/kota membahas rancangan Renja SKPD kabupaten/kota, dengan
menggunakan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari musrenbang RKPD
kabupaten/kota di kecamatan, sebagai bahan untuk menyempurnakan rancangan Renja
SKPD kabupaten/kota, yang difasilitasi oleh SKPD kabupaten/kota terkait.

Tujuan Forum SKPD kabupaten/kota adalah:

1. Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD kabupaten/kota dengan usulan program dan
kegiatan hasil musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan;

2. Mempertajam indikator serta target program dan kegiatan SKPD kabupaten/kota sesuai
dengan tugas dan fungsi SKPD;

3. Menyelaraskan program dan kegiatan antar SKPD kabupaten/kota dengan SKPD lainnya
dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi
pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; dan

4. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif
untuk masing-masing SKPD kabupaten/kota.

Rancangan Renja SKPD kabupaten/kota hasil Forum SKPD kabupaten/kota menjadi bahan
pemutakhiran rancangan RKPD kabupaten/kota untuk selanjutnya dibahas di dalam
musrenbang RKPD kabupaten/kota.

GAMBAR. G-VI.D.2
ALUR PROSES FORUM SKPD KABUPATEN/KOTA

Sinkronisasi
Kebijakan Nasional
dan Provinsi

Rancangan
v Renja SKPD
o Pendahuluan,
® evaluasi pelaksanaan
Rancangan Renja SKPD Renja SKPD tahunlalu  dan
* Pendahuluan, pencapaian renstra SKPD

® evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tujuan, sasaran dan program
tahun lalu dan pencapaian renstra kedgikatan, P
KPD i Indikator Kinerja dan
® Tujuan, sasaran dan program - Penyesualan kelompok sasaran yg .
kegiatan, Rancangan F»{ menggambarkan pencapaian
o Indikator Kinerja dan kelompok [ renstra SKPD
sasaranyg menggambarkanp Ren]a SKPD dana indikatif beserta
pencapaian renstra SKPD sumbernya serta prakiraan maju
berdasarkan pagu indikatif
sumber dana yang

A
/_\ - dibutuhkan untuk menjalankan
v Pembahasan Renja program dan kegiatan

SKPD pada Forum * penutup

SKPD Provinsi

¢

Pembahasan
Renja SKPD pada
Forum SKPD
Kabupaten/Kota

Rancangan Renja-SKPD

Berita Acara Hasil
Kesepakatan Forum
SKPD

A

Penyempurnaan Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD
Rancangan perihal penyampaian Rancangan
Renja Renja-SKPD kepada Bappeda
A
Berita Acara Hasil
Kesepakatan
Musrenbang 2 Musrenbang
kecamatan Kecamatan
‘ \/\
Berita Acara Hasil
Musrenbang - Kesepakatan
Desa Musrenbang Desa

\/\
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Pelaksanaan forum SKPD kabupaten/kota paling lama pada minggu terakhir bulan Februari
dan petunjuk teknis pelaksanaannya diatur oleh bupati/walikota.

Penyelenggaraan forum SKPD kabupaten/kota dilakukan dengan mempertimbangkan
urgensi, efisiensi dan efektifitas sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian dapat
diselenggarakan oleh masing-masing SKPD atau dilaksanakan secara gabungan beberapa
SKPD dibawah koordinasi bappeda kabupaten/kota.

Unsur-unsur yang dilibatkan dalam Forum SKPD
a. Peserta

Peserta forum SKPD kabupaten/kota antara lain terdiri dari delegasi mewakili peserta
musrenbang kecamatan, unsur teknis SKPD terkait, bappeda dan SKPD lain yang terkait
di wilayah kabupaten/kota tersebut yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

b. Narasumber

Narasumber forum SKPD kabupaten/kota dapat berasal dari bappeda, SKPD, DPRD
kabupaten/kota dan/atau unsur lain sesuai dengan kebutuhan.

Narasumber berfungsi menyajikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan
perlu diketahui peserta forum SKPD kabupaten/kota, seperti kebijakan dan/atau
peraturan perundang-undangan serta penjelasan lainnya yang diperlukan terkait dengan
materi yang dibahas didalam kelompok diskusiuntuk proses pengambilan keputusan hasil
forum SKPD kabupaten/kota.

c. Fasilitator

Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan
kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan/diskusi dan proses pengambilan
keputusan dalam sidang kelompok. Fasilitator membantu kelancaran proses
pembahasan dan pengambilan keputusan untuk menyepakati setiap materi yang dibahas
dalam setiap sidang kelompok forum SKPD kabupaten/kota.

Forum SKPD kabupaten/kota dilaksanakan-dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:
1. Persiapan Forum SKPD.
2. Penyelenggaraan Forum SKPD.

D.2.1. Tahap Persiapan
1. Penyiapan tim penyelengara forum SKPD provinsi;

2. Penyiapan tata cara penyelenggaraan yang memuat antara lain jadwal, tempat, peserta,
agenda pembahasan forum SKPD dan pembagian kelompok dan tata tertib acara;

3. Meyiapkan bahan untuk pembahasan antara lain rancangan Renja SKPD
kabupaten/kota, inventarisasi kertas kerja proses penyusunan rancangan Renja SKPD
sebagai sumber data dan informasi bagi peserta forum apabila memerlukan klarifikasi
atas rancangan Renja SKPD kabupaten/kota yang akan dibahas;

4. Melaporkan rencana pelaksanaan forum SKPD provinsi, kepada bupati/walikota cq.
Kepala bappeda kabupaten/kota; dan

5. Mengundang narasumber, fasilitator, dan peserta forum SKPD kabupaten/kota, paling
lama 7 (tujuh) hari sebelum acara diselenggarakan.

D.2.2. Penyelenggaraan Forum SKPD

Tahap penyelenggaraan antara lain dilakukan dengan agenda sebagai berikut:

1. Acara pembukaan secara resmi forum SKPD.

2. Pleno | pemaparan materi antara lain :

a. Kebijakan pemerintah/provinsi/kabupaten/kota terkait pembangunan daerah yang
perlu dipedomani dan diperhatikan dalam menyusun Renja SKPD kabupaten/kota dan
materi lain yang dianggap perlu;

b. Pemaparan rancangan Renja SKPD kabupaten/kota; dan
c. Tanggapan dan masukan dari peserta.

3. Sidang kelompok antara lain:



- 55 -

Membahas program dan kegiatan SKPD kabupaten/kota dalam rangka penajaman
indikator, sinkronisasi program dan kegiatan lintas SKPD kabupaten/kota yang
ditugaskan kepada setiap kelompok.

Sidang Pleno Il antara lain:

a. Pemaparan hasil-hasil sidang kelompok dihadapan seluruh peserta forum SKPD
kabupaten/kota, untuk memperoleh tanggapan dan diputuskan menjadi satu
kesatuan rangkuman hasil sidang kelompokforum SKPD kabupaten/kta; dan.

b. Rangkuman keputusan hasil sidang kelompok, selanjutnya dirumuskan ke dalam
rancangan berita acara kesepakatan hasil forum SKPD kabupaten/kota oleh tim
perumus yang dipimpin oleh kepala SKPD.

Penutupan Forum SKPD antara lain :

a. Pembacaan rancangan berita acara kesepakatan hasil forum SKPD kabupaten/ kota;
b. Tanggapan dan masukan peserta forum SKPD/kabupaten/kota;

c. Pengambilan keputusan kesepakatan hasil forum SKPD kabupaten/kota;

Rumusan kesepakatan hasil forum SKPD kabupaten/kota, disusun kedalam berita acara
kesepakatan hasil forum SKPD kabupaten/kota yang terdiri dari lampiran-lampiran
sebagai berikut:

a. Daftar hadir peserta forum SKPD kabupaten/kota.
b. Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD kabupaten/kota.
c. Daftar kegiatan lintas SKPD kabupaten/kota dan lintas wilayah.

dengan contoh format sebagai berikut:
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a. Format Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum SKPD Kabupaten/Kota

BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL FORUM SKPD............
KABUPATEN/KOTA .....cccouuee.
Pada hari......... tanggal ...... sampai dengan hari......tanggal....... bulan ...... tahun ............ telah
diselenggarakan forum SKPD ........... kabupaten/kota .......... yang dihadiri pemangku kepentingan

sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN | berita acara ini.
Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :
1. Pemaparan materi (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan)

2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum SKPD kabupaten/kota terhadap materi yang
dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi
hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada:

Hari dan Tanggal L eeeteerrerereer e eeee e e e s———— e e ———r o e na—rn

Jam L rrreererererereeeeeeee e e e e e e e e e ae e e ———————————rrrnrae
Tempat et eerereeeeeeeereeeeeeseeesreeeeesaeneeeeaeeannreeeaeaanres
Forum SKPD ................ Kabupaten/kota*) ........ Tahun....... :
MENYEPAKATI

KESATU : Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target
dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas
dari musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan;

KEDUA :  Menyepakati rancangan Renja SKPD ...... kabupaten/kota ...*) Tahun .... sebagaimana
tercantum dalam LAMPIRAN Il berita acara ini..

KETIGA :  Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan lintas SKPD dan lintas wilayah
sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN Il berita acara ini.

KEEMPAT : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN LlIl,1II), merupakan satu
kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil
kesepakatan forum SKPD .... kabupaten/kota *).... ini

KELIMA . Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan

rancangan RKPD kabupaten/kota *) Tahun ....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.
tanggal .....ccccovenen.

Pimpinan Sidang
(Nama Jabatan)
Tanda tangan

( Nama)

Menyetujui,
Wakil Peserta Forum SKPD Kabupaten/Kota

NO Nama Unsur Perwakilan Alamat Tanda Tangan

DPRD

Unsur Bappeda

Unsur SKPD

Unsur Masyarakat

Dst ....

SR RN NI
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b. Format Daftar Hadir Peserta Forum SKPD Kabupaten/Kota

LAMPIRAN | :  BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM SKPD
NOMOR :
TANGGAL

DAFTAR HADIR PESERTA FORUM SKPD

Kabupaten/kota  rrrrrereeee—————
Tanggal e ———
Tempat erereeeeeeee————————

No

Nama Lembaga/Instansi Alamat & no telp. Tanda tangan

c. Format Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD

LAMPIRAN II :  BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM SKPD
NOMOR :
TANGGAL

Tabel ...(nomor sesuaikan kebutuhan)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun ..........
Dan Prakiraan Maju Tahun..........
Kabupaten/kota ............. *

Cantumkan tabel dengan format sebagaimana Tabel.T-VI.C.10 diatas.

d. Format Daftar Kegiatan Lintas SKPD dan Lintas Wilayah.

LAMPIRAN I :  BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM SKPD
NOMOR :
TANGGAL

Daftar Kegiatan Lintas SKPD dan Lintas Wilayah

SKPD.....ccee... Tahun......
No Kegiatan Lokasi Volume Alasan
(1) 2) 3) (4) ()

Cara Pengisian Form sebagai berikut.

Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan prioritas pada tahun Rencana.

Kolom (2) diisi dengan uraian nama/rumusan kegiatan prioritas dari kabupaten/kota.

Kolom (3) diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tsb.

Kolom (4) diisi dengan jumlah, dan satuan target sasaran kegiatan beserta satuannya contoh:10

km2, 100 orang, dsb

Kolom (5) diisi dengan alasan yang menjadi pertimbangan keputusan forum sehingga kegiatan

tersebut belum dapat diakomodir pada tahun rencana.

Berita acara kesepakatan hasil forum SKPD kabupaten/kota, menjadi bahan
penyempurnaan rancangan Renja SKPD dan selanjutnya diserahkan ke Bappeda
kabupaten/kota untuk menjadi bahan penyusunan rancangan RKPD kabupaten/kota.

Berita acara kesepakan hasil forum SKPD kabupaten/kota, ditandatangani oleh yang
mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri forum SKPD
kabupaten/kota.
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PENETAPAN RENJA SKPD

Penetapan rancangan akhir Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala
Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman di
lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran
berkenaan.

E.1.

Verifikasi Rancangan Renja SKPD dengan RKPD

Verifikasi terhadap rancangan Renja SKPD bertujuan untuk menilai apakah rancangan akhir
Renja SKPD sudah sesuai dengan RKPD yang sudah disahkan dengan peraturan kepala
daerah, dilakukan sebagai berikut:

1.
2.

Kepala SKPD menyampaikan rancangan akhir Renja SKPD kepada kepala bappeda.

Bappeda melakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renja SKPD, untuk
menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan SKPD dengan program dan kegiatan
pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD.

Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renja SKPD yang telah verifikasi, untuk
diajukan kepada kepala daerah dalam rangka, memperoleh pengesahan.

Pengesahan Renja SKPD oleh Kepala Daerah

Pengesahan rancangan akhir Renja SKPD dengan peraturan kepala daerah paling lama 1
(satu) bulan, setelah peraturan kepala daerah tentang RKPD tahun berkenaan
ditetapkan.

Penetapan Renja SKPD oleh kepala SKPD paling lama 14 (empat belas) hari, setelah
Renja SKPD disahkan oleh kepala daerah.

MENTERI DALAM NEGERI,

GAMAWAN FAUZI
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Tabel.T-VI.C.1

Provinsi/Kabupaten/Kota **)
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(DBE Modifikasi Permendiknas 15/2010)
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Pendidikan *)

_ SPM/ KK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi N
NO Indikator *) stal_wdar (PP-6/'08)| Tahun ... Tahun ........ Tahun ........ Tahun ....... Tahun ....... Fahun ........ (tahun| Tahun ...... Tahun .......... Catatan Analisis
nasional (tahun n-2) (tahun n-1) (tahun n) (tahun n+1) (tahun n-2) n-1) (tahun n) (tahun n+1)
(1) (2) 3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
| SPM PENDIDIKAN
A. | Pendidikan Formal
1. | SD/MI (Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah)
a) Kelompok permukiman permanen yang sudah dilayani SD/MI
dalam jarak kurang dari 3 km 100%
b) Rasio Kelas/ rombel SD/MI < 32 orang = 1.00 100%
c) Rasio Ruang Kelas/ rombel SD/MI < 32 orang = 1.00 100%
d) SD/MI yang memiliki satu ruang guru dan dilengkapi dengan
meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf
kependidikan lainnya 100%
€) SD/MI yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta
didik 100%
f) SD/MI yang memiliki 6 (enam) orang guru [atau 4 (empat)
orang guru untuk daerah khusus]. 100%
g) SD/MI yang memiliki 2 orang guru yang memenuhi kualifikasi
akademik S1 atau D-IV 100%
h) SD/MI yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat
pendidik 100%
i) Kepala SD/MI yang berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan
telah bersertifikat pendidik. 100%
j) Pengawas SD/MI yang berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV
dan telah bersertifikat pendidik 100%
k) Dinas Pendidikan telah memiliki rencana dan telah
melaksanakan kegiatan untuk membantu sekolah mengembangkan
kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif 100%
[) SD/MI yang mendapat kunjungan oleh pengawas satu kali
setiap bulan dan setiap kunjungan selama = 3 jam 100%
2. | SMP/Mts




' SPM/ KK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi N
NO Indikator *) Stahdar (PP-6/’08)| Tahun ... Tahun ........ Tahun ........ Tahun ....... Tahun ....... Tahun ........ (tahun| Tahun ...... Tahun .......... Catatan Analisis
nasional (tahun n-2) (tahun n-1) (tahun n) (tahun n+1) (tahun n-2) n-1 (tahun n) (tahun n+1)
1) (2 (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13)
a) Kelompok permukiman permanen yang sudah dilayani SD/MI
dalam jarak kurang dari 6 km 100%
b) Rasio Kelas/ rombel SMP/MTs < 36 orang = 1.00 100%
c) Rasio Ruang Kelas/ rombel SMP/MTs < 36orang = 1.00 100%
d) SMP/MTs yang memiliki ruang laboratorium IPA yang
dilengkapi dengan meja dan kursi untuk 36 peserta didik 100%
e) SMP/MTs yang memiliki satu set peralatan praktek IPA untuk
demonstrasi dan eksperimen peserta didik 100%
f) SMP/MTs yang memiliki satu ruang guru dan dilengkapi
dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, dan staf
kependidikan lainnya; dan ruang kepala sekolah yang terpisah dari
ruang guru 100%
g) SMP/MTs yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran
[atau untuk daerah khusus 1 (satu) guru untuk setiap rumpun mata
pelajaran] 100%
h) SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi S1 atau D-IV =
70% [untuk daerah khusus = 40%)] 100%
i) SMP/MTs yang memiliki guru dengan sertifikat pendidik = 35%
[untuk daerah khusus = 20%)] 100%
j) SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi akademik S1
atau D-1V dan telah memiliki sertifikat pendidik, (5 MAPEL POKOK) 100%
k) Kepala SMP/MTs yang berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV
dan telah bersertifikat pendidik 100%
[) Pengawas SMP/MTs yang berkualifikasi akademik S-1 atau D-
IV dan telah bersertifikat pendidik 100%
m) Dinas Pendidikan telah memiliki rencana dan telah
melaksanakan kegiatan untuk membantu sekolah mengembangkan
kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif 100%
n) SMP/MTs yang mendapat kunjungan oleh pengawas satu kali
setiap bulan dan setiap kunjungan selama = 3 jam 100%
3. | SMA/MA




' SPM/ KK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi N
NO Indikator *) Stahdar (PP-6/’08)| Tahun ... Tahun ........ Tahun ........ Tahun ....... Tahun ....... Tahun ........ (tahun| Tahun ...... Tahun .......... Catatan Analisis
nasional (tahun n-2) (tahun n-1) (tahun n) (tahun n+1) (tahun n-2) n-1, (tahun n) (tahun n+1)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (112) (12) (13)
a) Partisipasi anak bersekolah 60 %
b) Angka putus sekolah (APS) <1%
¢) Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai 90 %
standar teknis yang ditetapkan °
d) Kepemilikan sekolah terhadap tenaga kependidikan 80 %
non guru ?
e) Pemenuhan jumlah guru yang diperlukan 90 %
f) Kualifikasi guru yang sesuai kompetensi yang
. ) 90 %
ditetapkan secara nasional
g) Kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa 100 %
h) Jumlah siswa per kelas 30-40
i) Jumlah siswa dengan nilai memuaskan terhadap uji
L . 90 %
sampel mutu pendidikan standar nasional
j) Jumlah lulusan yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi
e 25 %
yang terakreditasi
4. | SMK
a) Angka putus sekolah (APS) <1%
b) Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai 90 %
standar teknis yang ditetapkan °
c) Kepemilikan sekolah terhadap tenaga kependidikan 80 %
non guru ?
d) Pemenuhan jumlah guru yang diperlukan 90 %
e) Kualifikasi guru yang sesuai kompetensi yang o
. ; 90 %
ditetapkan secara nasional
f) Kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa 100 %
g) Jumlah siswa per kelas 30-40
h) Jumlah siswa dengan nilai memuaskan terhadap uji
- ) 90 %
sampel mutu pendidikan standar nasional
i) Jumlah lulusan yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi
yang terakreditasi 25 %
j) Jumlah lulusan yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi 20 %
0

yang terakreditasi




' SPM/ KK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi N
NO Indikator *) Stahdar (PP-6/’08)| Tahun ... Tahun ........ Tahun ........ Tahun ....... Tahun ....... Tahun ........ (tahun| Tahun ...... Tahun .......... Catatan Analisis
nasional (tahun n-2) (tahun n-1) (tahun n) (tahun n+1) (tahun n-2) n-1, (tahun n) (tahun n+1)
(1) (2 (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (112) (12) (13)
k) Jumlah lulusan yang diterima di dunia kerja sesuai o
) 20 %
dengan keahliannya.
B. | Pendidikan Non Formal
1. | Pendidikan Keaksaraan
a) Bisa membaca dan menulis 100 %
b) Orang buta aksara dalam kelompok usia 15-44 tahun <7T%
c) Orang buta aksara dalam kelompok usia diatas 44 <30%
tahun
d) Ketersediaan data dasar keaksaraan yang diperbarui
terus menerus
2. | Kesetaraan SD (program Paket-A)
a) Peserta paket A bagi penduduk usia sekolah yang 85 %
belum bersekolah SD/MI ?
b) Peserta didik Paket A yang tidak aktif < 10%
c) Kepemilikan modul program paket A oleh peserta didik. 100 %
d) Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian o
95 %
kesetaraan
e) Jumlah lulusan Program Paket A dapat melanjutkan ke 95 ¥
jenjang lebih tinggi (SMP/MTs atau Program Paket B °
f) Jumlah peserta didik yang mengikuti uji sampel mutu
- o 90 %
pendidikan yang mendapatkan nilai memuaskan
g) Pemenuhan jumlah tutor Program Paket A yang
) 100 %
diperlukan
h) Kualifikasi tutor Program Paket A yang sesuai standar
. - : 90 %
kompetensi yang ditetapkan secara nasional
i) Jumlah pusat kegiatan belajar masyarakat yang
memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai standar 90 %
teknis pembelajaran
j) Jumlah peserta yang memiliki sarana belajar 100 %
k) Tersedianya data dasar kesetaraan SD yang diperbarui
terus menerus.
3. | Kesetaraan SMP (Program Pakat B)
a) Peserta didik Program Paket C bagi penduduk usia 90 %




' SPM/ KK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi N
NO Indikator *) Stahdar (PP-6/’08)| Tahun ... Tahun ........ Tahun ........ Tahun ....... Tahun ....... Tahun ........ (tahun| Tahun ...... Tahun .......... Catatan Analisis
nasional (tahun n-2) (tahun n-1) (tahun n) (tahun n+1) (tahun n-2) n-1, (tahun n) (tahun n+1)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (112) (12) (13)
sekolah yang belum bersekolah SMA/MA/SMK
b) Peserta didik Program Paket C yang tidak aktif < 10%
c) Kepemilikan modul program paket C oleh peserta didik. 100 %
d) Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian
80 %
kesetaraan
e) Jumlah lulusan Program Paket C dapat memasuki
] - 50 %
dunia kerja
f) Jumlah lulusan Program Paket C dapat melanjutkan ke 50 %
jenjang pendidikan lebih tinggi. °
g) Jumlah peserta didik yang mengikuti uji sampel mutu
- o 90 %
pendidikan yang mendapatkan nilai memuaskan
h) Pemenuhan jumlah tutor Program Paket C yang
) 100 %
diperlukan
i) Kualifikasi tutor yang sesuai standar kompetensi yang
. ; 90 %
ditetapkan secara nasional
j) Jumlah pusat belajar masyarakat yang memiliki sarana
dan prasarana minimal sesuai standar teknis 90 %
pembelajaran
k) Tersedianya data dasar kesetaraan SMA yang
diperbarui terus menerus.
4. | Kasetaraan SMA (Program Paket C)
a) Peserta didik Program Paket C bagi penduduk usia 70 %
sekolah yang belum bersekolah SMA/MA/SMK ?
b) Peserta didik Program Paket C yang tidak aktif <5%
c) Kepemilikan modul program paket C oleh peserta didik. 60 %
d) Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian
80 %
kesetaraan
e) Jumlah lulusan Program Paket C dapat memasuki
] - 60 %
dunia kerja
f) Jumlah lulusan Program Paket C dapat melanjutkan ke 10 %
jenjang pendidikan lebih tinggi. ?
g) Jumlah peserta didik yang mengikuti uji sampel mutu
- o 90 %
pendidikan yang mendapatkan nilai memuaskan
h) Pemenuhan jumlah tutor Program Paket C yang 100 %




' SPM/ KK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi N
NO Indikator *) Stahdar (PP-6/’08)| Tahun ... Tahun ........ Tahun ........ Tahun ....... Tahun ....... Tahun ........ (tahun| Tahun ...... Tahun .......... Catatan Analisis
nasional (tahun n-2) (tahun n-1) (tahun n) (tahun n+1) (tahun n-2) n-1 (tahun n) (tahun n+1)
(1) (2 (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
diperlukan
i) Kualifikasi tutor yang sesuai standar kompetensi yang o
. ; 90 %
ditetapkan secara nasional
j) Jumlah pusat belajar masyarakat yang memiliki sarana
dan prasarana minimal sesuai standar teknis 90 %
pembelajaran
k) Tersedianya data dasar kesetaraan SMA yang
diperbarui terus menerus.
5. | Pendidikan Keterampilan dan Bermata-pencaharian
a) Prosentase jumlah anggota masyarakat putus sekolah,
pengangguran, dan dari keluarga pra sejahtera yang 25 9
menjadi peserta didik dalam kursus- ?
kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang
b) Kepemilikan ijin operasional dari pemerintah atau o
. 100 %
pemerintah daerah
¢) Jumlah lembaga kursus dan lembaga pelatihan yang o
N 25%
terakreditasi
d) Kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar o
o 100 %
usaha/magang yang dibina secara terus menerus
e) Lulusan kursus, pelatihan, magang, kelompok belajar o
. . ) 90 %
usaha yang dapat memasuki dunia kerja
f) Pemenuhan jumlah tenaga pendidik, instruktur, atau
penguji praktek dari kursus-kursus/pelatihan/ 100 %
kelompok belajar usaha/magang yang diperlukan
g) Kualifikasi tenaga pendidik, instruktur, atau penguji
praktek kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar 90 %
usaha/magang yang memenuhi standar kompetensi °
yang dipersyaratkan
h) Jumlah peserta ujian kursus-kursus yang memperoleh o
o . 75 %
ijazah atau sertifikat
i) Jumlah kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar
usaha/magang yang memeiliki sarana dan prasarana 90 %

minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan

Tersedianya data dasar kursus-
kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang
yang diperbarui terus menerus

Pendidikan Taman Kanak-kanak




NO

Indikator *)

SPM/
standar
nasional

IKK

Target Renstra SKPD

Realisasi Capaian

Proyeksi

(PP-6/'08)

(tahun n-2)

(tahun n-1)

(tahun n)

(tahun n+1)

(tahun n-2)

fahun ........ (tahun
1

Tahun ......
(tahun n)

(tahun n+1)

Catatan Analisis

(1)

2)

3)

4

(5)

(6)

(7)

8)

9)

(11)

(12)

(13)

a) Jumlah anak usia 4-6 ahun yang mengikuti program
TK/RA

20%

b) Guru yang layak mendidik T/RA dengan kualifikasi
sesuai standar kompetensi yang ditetapkan secara
nasional

90 %

c) TK/RAyang memiliki sarana dan prasarana
belajar/bermain

90 %

d) TK/RAyang telah menerapkan manajemen berbasis
sekolah sesuai dengan manual yang ditetapkan oleh
Menteri

60 %

Pendidikan di Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain
atau yang sederajat

a) Jumlah anak O - 4 tahun yang mengikuti kegiatan
Tempat Penitipan Anak, Kelompok Bermain atau
sederajat

65 %

b) Jumlah Anak usia 4-6 tahun yang belum terlayani pada
program PAUD jalur formal mengikutii program PAUD
jalur non formal.

50 %

¢) Guru PAUD jalur non formal yang telah mengikuti
pelatihan di bidang PAUD

50 %

Indikator Kinerja Kunci (PP-6/2008)

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan Sosial : Pendidikan

a) Angka melek huruf

100%

b) Angka rata-rata lama sekolah

c) Angka partisipasi murni

d) Angka partisipasi kasar

e) Angka pendidikan yang ditamatkan

Aspek Pelayanan Umum

Pendidikan Dasar




NO

Indikator *)

SPM/
standar
nasional

IKK
(PP-6/°08)

Target Renstra SKPD

Realisasi Capaian

Proyeksi

(tahun n-2)

(tahun n-1)

(tahun n)

(tahun n+1)

(tahun n-2)

fahun ........ (tahun

Tahun ......
(tahun n)

(tahun n+1)

Catatan Analisis

(1)

2)

3)

4

(5)

(6)

(7)

8)

9)

(11)

(12)

(13)

a) Angka partisipasi sekolah

b) Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah

¢) Rasio guru/murid

d) Rasio guru/murid per kelas rata-rata

Pendidikan menengah:

a) Angka partisipasi sekolah

b) Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia
sekolah

c) Rasio guru terhadap murid

d) Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata

Catatan :

*) Contoh untuk SKPD pendidikan dan sesuaikan dengan tugas, fungsi dan kewenangan SKPD provinsi/kabupaten/kota

**) Diisi nama provinsi/kabupaten/kota






